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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad
yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam
pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun
dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini
mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar
yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan
nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi
artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan
huruf & (alif lam ma rifah). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara
yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiyyah maupun gamariyyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau
nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”,
“saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk
menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word
processor. Contoh: Allah % ; Rasiilullah £ ; Umar ibn Khattab n.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas
sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis
karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.
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Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai
berikut :

b a > o d . d 4k
< :b 517 Lot J o1
o ot ) r - z ¢ . m
R 5 z ¢ ¢ o n
c ) o S ¢ 8 s LW
c :h & 1Sy o o f »: h
¢ :kh oS 3 :q sy

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :
PN = muqgaddimah
530 Al = al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal
Fathah Z ditulis a contoh T3
Kasrah - ditulis 1 contoh >
Dammah ditulis u contoh &x

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap :— (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : &5 = zainab G = kaifa



Vokal rangkap ;= (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : J3= = haula J$ = qaula

3. Vokal Panjang

L (fathah) ditulis a contoh : Gé = gama
— (kasrah) ditulis 1 contoh : > =rahim
s+~ (dammah) ditulis @  contoh: 3 = ‘ulim

D. Ta’ Marbitah
Ta’ Marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : x4 = Makkah al-Mukarramah
w Y w2 = al-SyarT'ah al-Islamiyah

Ta’ Marbiitah yang hidup, transliterasinya /t/

RN = al-hukimatul-islamiyyah
splsl ) = al-sunnatul-mutawatirah
E. Hamzah

Huruf Hamzah (:) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (‘)
Contoh : ou) = iman, bukan ‘Tman
N1 3E) = ittihad al-ummah, bukan ‘ittihad al- ‘ummah
F. Lafzu al-Jalalah

Lafzu al-Jalalah (kata &) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzah.

Contoh : & e ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah

4 = ditulis: Jarullah

X1



xii

G. Kata Sandang “al-”
1) Kata sandang “al-" tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan

huruf gamariyah maupun syamsiah.
Contoh : i . sGY = al-amakin al-muqaddasah

452wl = al-siyasah al-syar’iyyah

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-*“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.
Contoh : &30 = al-Mawardi

%3 =al-Azhar

53l = al-Mansirah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan

huruf kapital.
Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karim



Singkatan:

Swt.
saw.
ra.
as.
Q.S.
H.R.
[810)
t.p.
t.t.p
Cet.

t.th.

Subhanallahu wa Ta’ala
sallallahu ‘alaihi wa sallam
radiyallahu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
‘alaihi al-salam

Al-Qur’an Surah

Hadis Riwayat
Undang-Undang

Tanpa penerbit

Tanpa tempat penerbit
Cetakan

Tanpa tahun

Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H
M
SM
L.

Ww.

Q.S. .../ ...

4

= Hijriah
= Masehi

= Sebelum Masehi

= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

= Walfat tahun

= Qur’an, Surah ..., ayat 4
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ABSTRAK
Nama : Azzah Afifah
NIM :2074233067

Judul : Analisis fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 tentang kebolehan jual
beli pakan babi dalam perspektif fikih muamalah

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas antara jual beli
yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hukum jual beli pakan ternak babi dalam fatwa MUI menurut perspektif
fikih muamalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: pertama,
bagaimana fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 tentang jual beli pakan babi;
kedua, bagaimana analisis fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 tentang jual beli
pakan babi dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus
pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah: pertama, Majelis Ulama
Indonesia Sulsel membolehkan transaksi jual beli pakan ternak babi namun dengan
ketentuan hukum, yaitu hanya dibolehkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah
minoritas beragama Islam dan apabila mereka tidak memiliki pekerjaan selain
menjual pakan kepada peternak babi, namun apabila masih memungkinkan untuk
dihindari, maka itu lebih utama. Kedua, dalam tinjauan fikih muamalah jual beli
tanaman ubi jalar untuk pakan babi telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual
beli dalam Islam, maka dari itu MUI membolehkannya dengan mempertimbangkan
maslahat dan mafsadat yang ada dengan menggabungkan pendapat 4 mazhab atau
metode tarjih, akan tetapi jual beli ini juga dikategorikan sebagai jual beli terlarang
karena dalam pemanfaatannya bertolak belakang dengan prinsip syariat. Perkara ini
merujuk pada metode saddu al-Zzari’ah yaitu mencegah mafsadat yang ditimbulkan
yaitu ikut serta dalam pengembangbiakan hewan babi. Maka pemanfaatan daun ubi
jalar dialihkan ke hewan ternak selain babi agar maslahat tetap diraih tanpa
melanggar aturan agama. Adapun implikasi dalam penelitian ini, agar masyarakat
lebih mempertimbangkan fatwa MUI tetang hukum jual beli pakan babi dengan
memperhatikan dalil-dalil dan pertimbangan MUI dalam mengambil keputusan
terkait masalah ini serta diharapkan dapat menjadi referensi, literatur ataupun
pertimbangan bagi dunia akademisi.

Kata kunci: Fatwa MUI, Jual Beli Pakan Babi, Perspektif, Fikih Muamalah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya hidup
secara berkelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keterbatasan
dalam memenuhi kebutuhannya secara fisik maupun nonfisik, sehingga harus
memiliki interaksi dengan manusia lainnya. Maka dengan ini manusia dapat
mengambil dan memberi manfaat antara satu sama lain. Diantara bentuk interaksi
yang dilakukan oleh manusia adalah dengan transaksi jual beli. Jual beli adalah cara
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus memproduksinya
secara langsung. Hal ini terjadi karena adanya perputaran produsen di masing-
masing industri, seperti petani yang menyediakan kebutuhan pangan, penjahit yang
memenuhi kebutuhan pakaian dan sebagainya. Sebagai salah satu kegiatan dalam
ekonomi Islam, jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang
berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah
diatur.

Agama [slam telah mengatur semua tentang permasalahan ini secara rinci
sehingga manusia dalam mengadakan transaksi jual beli sesuai dengan aturan
syariat dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Jual beli yang baik berarti
jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Dari pernyataan ini dapat
dipahami bahwa menjalankan kegiatan jual beli harus sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan baik menurut aturan agama maupun negara, bukan melalui
tindakan-tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain seperti pencurian,
penipuan, riba, dan semacamnya. Di antara tujuan jual beli adalah agar manusia

bisa mendapatkan kemanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain terutama berkaitan



dengan keuangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana firman
Allah dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 88.

i o 21 0 855 e e 5 G i
Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki

yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman

kepada-Nya.!

Dalam tafsirnya Ibn Kasir mengatakan, “dan makanlah makanan yang halal
lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian”, menunjukkan rezeki
itu halal lagi baik. Selain itu, dalam urusan kalian, bertakwalah kepada Allah dan
ikutilah jalan taat yang diridai-Nya. 2

Jual beli menurut bahasa disebut dengan a/-bai’ yang berarti menjual lawan
kata dari al-Syira’ yang berarti membeli.? Secara etimologi, jual beli adalah proses
tukar menukar barang dengan barang.* Kemudian dalam pengertian lain juga
disebutkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang atau harga dengan
alat tukar tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti
dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang dilakukan
atas kesepakatan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan syarat dan
ketentuan tertentu.

Dalam transaksi jual beli, ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi.

Karena apabila salah satu dari syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka transaksi

tersebut dianggap batal atau tidak sah. Hal-hal yang berkaitan tentang rukun dan

'Kementerian Agama R.L., AI-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Fajar Mulya, 2009),
h.122

2Abii al-Fida’ Isma’1l Ibn ‘Umar Ibn Kasir al-Qurasyi al-Bisti, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim
(Cet. I; Bairait: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1419 H), h. 155.

3Muhammad ibn Mukrim ibn ‘AlT Abii al-Fadl Jamal al-Din ibn-Manziir al-Ansari, Lisan
al-Arabi, Juz 8 (Cet. I1I; Beirt: Dar al-Sadir, 1414 H), h. 23.

4¢Abd al-Rahman ibn Muhammad ‘Aud al-Jaziri, Al-Figh ‘ald al-Mazahib al-Arba’ah, Juz
1 (Cet. III; Bairtt: Dar al-Kutub al-*Alamiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 134.



syarat jual beli telah diterangkan dalam Al-Qur’an dan hadis yang merupakan
landasan hukum yang utama.

Salah satu dari rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu ada penjual dan
pembeli.’ Yang mana penjual dan pembeli sangat berperan penting dalam kegiatan
muamalah ini. Tanpa adanya penjual ataupun pembeli maka praktik jual beli tidak
bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Sedangkan syarat jual beli menurut
jumhur ulama, yaitu: barang yang diperjualbelikan suci, memiliki manfaat, bisa
diserahkan, milik si penjual dan harus diketahui keadaannya.®

Maksud dari barang yang suci adalah benda yang akan diperjualbelikan
bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis maupun digolongkan
sebagai benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai, anjing, babi, berhala dan
sejenisnya.” Maka dalam menilai keabsahan jual beli, perlu diikutsertakan
bagaimana tujuan dan pemanfaatan yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual
beli tersebut.

Mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang-barang yang dapat
diperjualbelikan yaitu yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan.
Mereka juga berpendapat boleh menjual sampah-sampah dan kotoran yang
mengandung najis apabila dibutuhkan, seperti halnya untuk keperluan pertanian
sebagai pupuk tanaman atau bahan bakar.?

Hal tersebut dibolehkan selama pemanfaatannya bukan untuk dikonsumsi.
Salah satu alasan yang melatarbelakangi adanya jual beli pada saat ini adalah

desakan kebutuhan ekonomi sehingga jual beli dilakukan dengan berbagai macam

>Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015), h. 180.

®Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2018), h. 13.

"Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia, h. 14.

8Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 3 (Cet. I1I; Bairat: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1977), h.
125.



objek yang diperjualbelikan, contohnya jual beli tanaman atau ampas industri
sebagai pakan ternak babi. Dalam kitab al-Umm disebutkan; hukum asal semua
bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.’

Pernyataan ini memiliki makna bahwa semua bentuk muamalah dibolehkan
atau mubah, kecuali yang secara tegas dilarang dalam Islam seperti penipuan, judi,
riba, jual beli barang atau benda untuk kepentingan yang diharamkan serta hal-hal
lainnya yang dapat menimbulkan kemudaratan.'® Adapun yang dimaksud dengan
jual beli barang untuk kepentingan yang diharamkan yaitu menjualbelikan sesuatu
yang awalnya dibolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli, menjadi
dilarang karena pemanfaatannya untuk sesuatu yang diharamkan dalam syariat.

Ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mana sebagian
masyarakatnya memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menjualbelikan
tanamannya sebagai pakan ternak babi. Kejelasan hukum mengenai jual beli
tersebut masih menjadi pertentangan dalam syariat Islam karena dalam
peruntukannya untuk sesuatu yang diharamkan.

Tanaman yang dimaksud seperti halnya tanaman ubi jalar, ubi jalar
merupakan komoditas yang sangat produktif dan bernilai ekonomi bagi para petani.
Penjualannya dapat membantu para petani dalam memenuhi kebutuhannya
terutama di daerah pedesaan di mana peluang ekonomi mungkin terbatas, namun
dengan memanfaatkan daun ubi jalar petani dapat memaksimalkan hasil dari
tanaman mereka, mengurangi limbah pertanian, dan meningkatkan stabilitas

perekonomian mereka. Contoh kecilnya di daerah Enrekang yang mana sebagian

°Abii ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz 3 (Cet. 1I; Bairiit: Dar al-
Fikr, 1403 H/1983 M), h. 3.

Fathurrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) h. 138.



petani bawang merah di luar musim tanam, membudidayakan tanaman ubi jalar
sembari menunggu musim tanam tiba. Terkadang beberapa mobil pengangkut
barang dari Toraja datang secara langsung ke lahan para petani menawarkan untuk
membeli daun ubi jalar yang akan mereka jadikan sebagai pakan ternak, yaitu babi.
Selain itu, jual beli tanaman ubi jalar juga menjadi mata pencaharian oleh sebagian
masyarakat pada daerah minoritas beragama Islam seperti toraja dan mammasa
yang diperuntukkan untuk pakan ternak babi masyarakat non muslim.

Sedangkan hukum dari jual beli ini masih menjadi perdebatan karena
sebagian menganggap bahwa dengan menjual tanaman mereka sebagai pakan
ternak non muslim yaitu babi, sama halnya mereka membantu dalam
perkembangbiakan hewan yang diharamkan tersebut. Kemudian sebagian yang lain
mengatakan tidak mengapa, karena jual beli ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi. Melihat pada masyarakat minoritas muslim yang merupakan
bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat muslim secara umum,
sehingga masyarakat muslim membutuhkan hukum fikih yang khusus sebagai
solusi dalam hal jual beli tanaman untuk pakan ternak babi.

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI, baru-baru ini
mengeluarkan sebuah fatwa tentang hukum memperjualbelikan pakan ternak
binatang haram seperti babi. Hukum tersebut terdapat dalam surat Fatwa MUI
Sulsel, tentang jual beli tanaman untuk pakan babi dengan nomor 003 tahun 2023,
pertanggal 1 Juni 2023 dengan ketetapan tertentu yang tercantum dalam fatwa
tersebut.!!

Berdasarkan beberapa persoalan yang diuraikan di atas, penulis ingin

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah penelitian dengan

""Majelis Ulama Indonesia (MUI), “MUI Sulsel Halalkan Jual Beli Daun Ubi untuk Pakan
Babi”, Situs Resmi MUI Sulsel. muisulsel.or.id/mui-sulsel-halalkan-jual-daun-ubi-untuk-pakan-
babi/ (1 Juni 2023).


https://muisulsel.or.id/mui-sulsel-halalkan-jual-daun-ubi-untuk-pakan-babi/
https://muisulsel.or.id/mui-sulsel-halalkan-jual-daun-ubi-untuk-pakan-babi/

judul “Analisis fatwa MUI Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli
Pakan Babi Menurut Perspektif Fikih Muamalah”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
yang menjadi pokok penelitian yang akan dirumuskan dalam beberapa rumusan
masalah, di antaranya adalah:

1. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No0.003 Tahun 2023
Tentang Jual Beli Pakan Babi?
2. Bagaimana Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No.003 Tahun

2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi Menurut Perspektif Fikih Muamalah?
C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan
kekeliruan dalam penafsiran yang digunakan dalam istilah penelitian yang berjudul
“ Analisis Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli
Pakan Babi dalam Perspektif Fikih Muamalah” maka penting bagi penulis untuk
menguraikan pengertian dan memberikan penjelasan pada istilah-istilah yang
terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,
dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.!? Sedangkan analisis yang
dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati dan menyelidiki penerapan
praktik jual beli pakan babi sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023
Fatwa merupakan bentuk mufrad dari kata 3% — jL\-’ yang bermakna

sebuah jawaban atas setiap persoalan hukum atau masalah-masalah yang baru

12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Cet. I;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.



muncul.!?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa memiliki arti keputusan
atau pendapat yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah.!# Selain itu fatwa
juga bisa diartikan sebagai jawaban dari segala masalah syariat atau perundang-
undangan.!> Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 003 Tahun 2023 adalah
fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI Sulsel berkenaan dengan hukum
jual beli pakan babi.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI, adalah lembaga
masyarakat nonpemerintah yang terdiri atas para ulama Islam yang bertugas
memberikan fatwa.!®

4. Jual Beli

Jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta dengan saling
meridai atau berpindahnya hak kepemilikan dengan cara pertukaran sesuai dengan
bentuk yang diizinkan.!”

5. Pakan

Dalam kamus KBBI disebutkan bahwa pakan adalah makanan ternak

(hewan, ikan piaraan).'?

6. Perspektif

3 Ahmad Mukhtar ‘Abd al-Hamid ‘Umar, Mu jam al-Lugah al- ‘Arabiyyah al-Ma asirah,
Juz 3 (Cet. I; Mesir: ‘Alim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1672.

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 462.

SIbrahim Mustafa, dkk., AI-Mu jam al-Wasit, Juz 2 (Kairo: Dar al-Da’wah, 1431 H/2010
M), h. 673.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 859.
17Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, h. 46.

8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1001.



Dalam kamus KBBI kata perspektif diartikan sebagai pandangan, sudut
pandang atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi.'® Dengan kata
lain cara pandang terhadap suatu objek.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang topik yang
akan diteliti memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu dengan
jenis yang sama, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam hasil
penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji analisis fatwa MUI No. 003 Tahun
2023 pada praktek jual beli pakan untuk ternak babi. Sebuah karya ilmiah agar
memiliki bobot yang tinggi, maka diperlukan beberapa rujukan atau referensi yang
memiliki kaitan dengan penelitian untuk menyusun beberapa pokok bahasan yang
dimaksud. Berikut ini beberapa karya ilmiah berupa buku-buku yang menjadi bahan
rujukan dalam penelitian ini:

1. Referensi penelitian

Pertama, Kitab AI-Umm dari mazhab Syafii yang ditulis oleh ‘Abdullah
Muhammad ibn Idris al-Syafi’l atau dikenal dengan Imam Syafii. Buku ini
merupakan salah satu karya ensiklopedia ilmu fikih terbesar sampai sekarang.?
Pembahasan dalam kitab ini tentang permasalahan-permasalahan seputar fikih,
salah satunya yaitu pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian ini yaitu
seputar jual beli yang dibahas dalam jilid tiga. Pada jilid ini, Imam Syafi’i
membahas tentang prinsip-prinsip umum hukum Islam terutama pada transaksi jual
beli. Selain itu beliau juga membahas seputar jual beli yang dibolehkan dan jual

beli yang diharamkan.

YDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1020.

20Abii ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi’t, Al-Umm, h. 18.



Kedua, kitab Al-Figh al-Islami wa Adillatuhii, karya Wahbah al-Zuhaili jilid
5. Kitab ini membahas tentang aturan-aturan syariat Islam yang telah disandarkan
kepada dalil-dalil yang benar, baik dalam al-Qur’an maupun sunah. Selain itu, buku
ini juga membahas tentang materi-materi fikih dari semua mazhab sehingga sering
dijadikan landasan beberapa keilmuan dan dasar dalam penulisan kitab-kitab ulama
pada saat ini. Pada jilid ini Wahbah al-Zuhaili berfokus pada pembahasan jual beli
dan memberikan pedoman serta prinsip-prinsip untuk memastikan transaksi
perdagangan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk ketentuan-ketentuan yang
mengatur seputar jual beli dan melarang barang-barang yang diperdagangkan.

Ketiga, kitab Al-Mabsiit karya Imam al-Sarakhsi.?! Kitab ini merupakan
salah satu karya penting dalam literatur fikih mazhab Hanafi yang membahas
berbagai topik hukum Islam secara menyeluruh, termasuk hukum-hukum transaksi
ekonomi dan perdagangan. Kitab ini juga sering dijadikan rujukan dalam
memberikan fatwa atau dalam proses ijtihad sehingga dengan kitab ini peneliti
dapat menilai secara mendalam aspek hukum dan etika dari jual beli pakan babi,
serta implikasinya dalam konteks hukum Islam yang lebih luas.

Keempat, kitab Figh al-Sunnah jilid 3 karya Sayyid Sabiq, merupakan
referensi terkenal dalam kajian fikih Islam yang membahas berbagai aspek
kehidupan umat Islam, termasuk jual beli.?> Dalam konteks jual beli, beberapa poin
penting pembahasan dalam kitab ini yang dapat menjadi rujukan yaitu pada
pembahasan halal dan haram jual beli dan barang-barang yang diperjualbelikan.

Kelima, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2023
tentang Jual Beli Tanaman Untuk Pakan Babi. Fatwa ini diterbitkan oleh Komisi

Fatwa MUI, untuk menjawab keresahan serta pertanyaan-pertanyaan masyarakat

2!Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsi, A/-Mabsiit, Juz 12
(Bairat: Dar al-Ma’rifah, t.th.)
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muslim seputar hukum jual beli tanaman untuk pakan babi. Komisi fatwa MUI
dalam menentukan hukum ini harus melalui istinbat dari empat sumber hukum
utama, yakni Al-Qur’an, Hadis, I[jmak dan kias.

2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian dari skripsi, jurnal, maupun tesis, yang
menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini, di antara lain:

Pertama, skripsi penelitian “Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi
pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Muamalah”
oleh Siti Aminah, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan muamalah.?
Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa jual beli ampas tahu untuk pakan babi
dilarang, karena kemungkinkan terjadinya kemafsadatan yang tergolong dalam
prasangka yang kuat (galabat al-zan). Berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis yang lebih fokus pada fatwa MUI Sulsel yang membolehkan
jual beli tersebut dan menganggapnya sah dengan beberapa ketentuan.

Kedua, Skripsi penelitian lapangan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni S,
mahasiswi IAIN Palopo, jurusan ekonomi syariah dengan judul ”Jual Beli Daun
Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa
Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.?* Dari penelitian
ini menyimpulkan bahwa, jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual
beli dalam Islam, maka itu sah. Namun karena digunakan sebagai pakan ternak
babi, maka hukum jual beli ini masih menjadi pertentangan bagi sebagain ulama.

Adapun letak perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu pada metode

23Siti Aminah, “Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Figih Muamalah”, Skripsi, (Riau: Fak. Syariah dan
Hukum UIN Suska Riau, 2015).

24Sri Wahyuni S, “Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”, Skripsi
(Palopo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018).
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penelitian. Pada penelitian diatas menggunakan metode field research atau
penelitian lapangan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan
metode library research atau penilitian pustaka. Perbedaannya pun terletak pada
tinjauan penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti tentang hukum
jual beli pakan babi menurut tinjauan ekonomi Islam sedangkan pada penelitian
yang dilakukan oleh peneliti dikaitkan dengan fatwa MUI tentang jual beli tanaman
untuk pakan babi dalam tinjauan fikih muamalah.

Ketiga, Skripsi oleh Haerul mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan
Bahasa Arab (STIBA Makassar) Prodi Perbandingan Mazhab, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi
Kasus di Desa Kendekan)”.?S Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, yang
mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hukum jual beli pakan babi yang
dilakukan oleh masyarakat Kendekan yang menggunakan perantara tengkulak
dianggap tidak sah. Karya tulis ini berfokus pada bagaimana hukum dan prosedur
jual beli pakan babi di desa Kendekan, berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis yang ingin menganalisis jual beli pakan ternak babi yang
dibolehkan dalam fatwa MUI apakah telah sesuai dengan syarat-syarat atau
ketentuan tertentu dalam tinjauan fikih muamalah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Galuh Angreyani mahasiswi fakultas
Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak
Babi (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia

Lampung Tengah)”.?¢ Dalam penelitiannya, Galuh Angreyani menyimpulkan

ZHaerul, “Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi Studi Kasus di
Desa Kendekan”, Skripsi (Makassar: Fak. Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022).

26Galuh Angreyani, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli
Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi di Pasar Tempel Biana Karya Buana Kecamatan Rumbia Lapung
Tengah”, Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung 2022).
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bahwa jual beli di pasar Tempel Bina Karya Buana di kecamatan Rumbia Lampung
Tengah sah karena memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Selain itu,
telah memenuhi peraturan perdata yang diatur dalam pasal 1320 KUHP, yang
membahas tentang syarat sah perjanjian, seperti jual beli. Pada penelitian ini
membahas tentang hukum jual beli pakan babi ditinjau dari hukum positif atau
pembahasannya secara luas, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis
membahas tentang bagaimana hukum jual beli pakan babi apabila ditinjau dari
prespektif fikih muamalah atau secara khusus.

Kelima, karya ilmiah berupa tesis yang ditulis oleh Riting, Mahasiswa
prasarjana IAIN kota Palopo dengan judul “Penalaran Filosofis Hukum Islam
Dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di
Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwenua Kota Palopo)”.?’” Hasil dari
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, jual beli pakan babi yang dilakukan
oleh masyarakat Pentojangan, kecamatan Telluwenua, kota Palopo didasarkan
karena faktor ekonomi. Petani dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan jual
beli tersebut. Apabila ditinjau dari kemaslahatannya, pemanfaatan daun ubi untuk
pakan babi dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun
dapat juga membantu untuk menambah populasi babi. Maka pemanfaatannya
dialihkan untuk ternak selain babi agar tetap mendapat manfaat tanpa melanggar
aturan agama Islam. Pada penelitian yang telah diuraikan diatas, memiliki
perbedaan dari segi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Hal ini dikarenakan
penelitian tersebut menekankan pada analisis kemaslahatan dalam pemanfaatan

daun ubi sebagai pakan babi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan lebih

2"Riting, Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak
Babi Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwenua Kota Palopo”, Tesis (Palopo:
PPs IAIN Palopo, 2020).



13

menekankan pada analisis jual beli pakan babi menurut ketetapan fatwa MUI dalam
perspektif fikih muamalah.
E. Metodologi Penelitian

Metode tidak terlepas dalam melakukan suatu penelitian, karena metode
adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan
informasi atau data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan oleh subjek atau
objek yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah-langkah yang
digunakan oleh peneliti untuk menemukan informasi-informasi terkait penelitian
yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan
penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, jenis dan bentuk penelitian dikelompokkan
berdasarkan klasifikasi pedoman, yang difungsikan sebagai dasar untuk
mengklasifikasikan penelitian.® Jenis penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber data pustaka dan
beberapa literatur, contohnya pada jurnal, skripsi, buku, dan artikel-artikel
lainnya.?® Penekanan penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai
teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan

untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang dibahas.°

ZFaisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. ;
Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 15.

PIwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed
Methode (Cet. 1; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019 M), h. 134-135.

30Sarjono,dkk., Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam,
2004), h. 20.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah upaya untuk menyelesaikan atau memecahkan
sebuah masalah dengan melalui tahapan atau langkah-langkah yang telah
ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri
sumber atau dasar hukum dengan menemukan kebenarannya melalui dalil-dalil
baik dari Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama.' Pendekatan yuridis
normatif juga dapat bermakna, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan utama untuk diteliti
dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan maupun
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?

b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang pembahasannya
tentang suatu subjek yang didasarkan pada masyarakat yang ada pada

pembahasan tersebut.

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan
kontemporer, pendekatan sosiologis digunakan sebagai cara untuk memahami
dan mengkaji agama, karena agama mempengaruhi individu-individu dan
hubungan sosial.
3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research). Proses

pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan literatur, buku-

buku, atau artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian, dari sumber primer dan

31Supiana, Metodologi Studi (Cet. 1I; Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementrian Agama RI, 2012), h. 89.

2Khaerul Akbar,dkk. Pedoman Penulisan Karya Tulis llmiah (KTI) STIBA Makassar
(Makassar: STIBA Publishing, 2023 M), h. 30.

3Moh Rifa’i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan sosiologis”,
Manajemen Pendidikan Islam 2, no.1 (2018), h. 23.
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sekunder. Informasi ini kemudian diklasifikasi, disusun secara sistematis, dan

disusun menjadi kerangka yang mudah dipahami. Adapun jenis sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau

objek penelitian.* sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Al-Qur’an, hadis, fatwa MUI Sulsel, dan kitab-kitab dari berbagai literatur-
literatur Arab yang berkaitan dengan judul kajian yang akan dilakukan. Contoh
yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini yaitu, kitab A/-

Umm dari mazhab Syafii dan Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023.

. Data sekunder, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari sumber kedua atau

sumber sekunder dari data yang diburuhkan sebagai penunjang dari sumber

pertama.’® Adapun data sekunder yang diambil pada penelitian ini adalah Al-

Qur’an, sunah, penelitian terdahulu, serta informasi lain yang diakses di internet.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk

kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a.

Identifikasi data, yaitu dengan menyelidiki data yang diperoleh untuk
disesuaikan dengan pembahasan.

Seleksi data, pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan secara selektif data yang
telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam

menjawab permasalahan dalam penelitian.

. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi oleh penulis kemudian

dikualifikasikan sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah

dalam menganalisanya.

34Supiana, Metodologi Studi, h. 89.

3Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet.l; Banjarmasin: Antasari Press, 2011),

h. 71.
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d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika
pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah pengolahan data, selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah dalam
penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang diuraikan dalam
bentuk kalimat yang teratur, logis serta efektif sehingga mempermudah dalam
memahami hasil analisis.’® Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah
metode deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu
kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum
berlaku pada pembahasan yang berkaitan dengan fatwa MUI nomor 03 tahun 2023
tentang jual beli tanaman untuk pakan babi.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Maka ada

beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:
a. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Susel No.003
Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi.
b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) tentang jual beli pakan babi dalam perspektif fikih muamalah.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi
siapa saja yang membacanya. Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat
ditinjau dari dua aspek yaitu:

a. Tinjauvan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan
mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam termasuk dalam

kegiatan muamalah. Selain dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

36Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; t.t, Syakir Media Press, 2021),
h. 103



17

bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi bidang yang sama ataupun
berbeda.

. Tinjauan praktis. Sebagai salah satu karya ilmiah yang memaparkan tentang
Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi
bahan kajian dan pertimbangan sekaligus perbandingan dari fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat secara umum.



BABII
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Definisi Jual Beli
Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan (al-bai’) yang berarti menjual,

mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.! Kata al-bai’ dan al-
syira’ merupakan kata yang memiliki dua makna atau lebih yang saling
bertentangan, dengan kata lain masing-masing katanya dilakukan dengan tindakan
yang saling berlawanan seperti halnya al-bai’ yang diartikan dengan kata menjual
sedangkan al-syira’ diartikan dengan kata membeli. Jual beli dalam syariat
maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan
dengan ganti yang dapat dibenarkan dalam syariat (yaitu berupa alat tukar yang
sah).? Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan jual beli sesuai dengan sudut
pandangnya masing-masing sekalipun substansi dan tujuannnya hampir sama.

Ibn Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar harta dengan
harta dengan maksud memberi kepemilikan dan menerima hak milik.> Yang
dimaksud dengan harta yaitu barang atau benda yang memiliki nilai dan bermanfaat
bagi manusia lainnya. Definisi tersebut juga menyebutkan kata milik dan
pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki,
seperti halnya sewa-menyewa (al-ijarah).* Berdasarkan pengertian di atas dapat

dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda

'"Muhammad ibn Mukrim ibn Abii Fadl Jamal al-Din ibn Manzir al-Ansari, Lisan al-
‘Arabi, Juz 8 (Cet. 11I; Bairtt: Dar al-Sadir, 1414 H), h. 23.

2Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 3 (Cet. I11; Bairiit: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1397 H/1977
M), h. 46.

3Abii Muhammad ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, AI-Mugni Juz 6
(Cet. IV; Riyad: Dar al-‘Alim, 1989 M), h. 5.

*Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 68.

18



19

yang memiliki nilai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.

Adapun pengertian lain dari jual beli secara terminologi didefenisikan oleh
mazhab Hanafi, yaitu kegiatan tukar-menukar barang dengan mata uang, emas,
perak atau semacamnya dengan cara-cara yang sah serta khusus.®> Dari Pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar
alat atau barang yang mempunyai nilai disertai dengan rasa saling rela antara kedua
belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati. Yang
dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah dengan memenuhi persyaratan,
rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli.® Apabila salah
satu dari syarat atau rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak
sah atau tidak sesuai dengan hukum syariat.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Swt. mengatur kehidupan
umatnya dengan dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur’an, sunah Rasulullah
saw., dan ijmak ulama dan kaum muslimin. Salah satu aktivitas yang diatur dalam
Islam adalah jual beli. Dalam Islam jual beli bukan hanya sebatas muamalah maliah
akan tetapi lebih luas karena menjadi sarana untuk saling tolong-menolong antar
sesama manusia. Imam Syafii menjelaskan dalam kitab Al-umm, hukum dasar
setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila adanya
kesepakatan antara panjual dan pembeli.” Transaksi dalam bentuk apapun
diperbolehkan selain yang menyalahi hukum syariat. Adapun dalil yang

membolehkan adanya jual beli antara lain:

3Ala al-Din Abii Bakr ibn Mas’tid al-Kasani al-Hanafi, Badai’ al-Sandi’fi Tartib al-Syarai’,
Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1327-1328 H), h. 133.

®Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

7Abii ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz 3 (Cet. II; Bairtit: Dar al-
Fikr, 1403 H/1983 M), h. 3
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1. Al-Qur’an
Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqgarah/2: 275.
) 55 5 @ A T

Terjemahnya:
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....?

Pada kalimat ffn\ il :}:—‘ sangat jelas diterangkan bahwasannya Allah Swt.
menghalalkan jual beli. Ibn Kasir dalam tafsirnya juga mengatakan, hal-hal yang
memiliki manfaat dalam kehidupan seseorang maka Allah Swt. membolehkan
termasuk diantaranya yaitu jual beli.® Ayat ini juga menunjukkan kebolehan
transaksi jual beli yang didalamnya tidak ada unsur riba atau penambahan dari segi
barang maupun harga, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.'®

Dalil lainnya terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

5 V5285 ot 55 51 0558 31T by oK 10 g Y gl 0 @t
Wiy 55 08 a1 &) 2l
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.!!

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan jual beli yang dilakukan dengan tata
cara yang dibenarkan dalam hukum syarak. Dalam Ayat ini juga dijelaskan tentang

keharaman memakan harta orang lain. Adapun haram yang dimaksud, yaitu haram

mengambil, merampas, mencuri, menguasai atau memakai harta orang lain tanpa

8Kementerian Agama R.1., 4I-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema, 2021), h. 47.

Abii al-Fida Isma’1l ibn ‘Umar ibn Kasir, Tafsir al-Quran al- ‘Azim, Juz 1 (Cet. 1I; Bairiit:
Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 427.

10Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, A4/-Figh al- Islami wa Adillatuhii, Juz 5 (Damaskus: Dar
al-Fikr, 2009), h. 32.

"Kementerian Agama R.I., AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 83.
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seizinnya. Termasuk juga mengambil harta orang lain dengan cara riba, judi,
penipuan, dan semacamnya. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, ayat ini
juga mencakup tentang memakan harta sendiri dengan jalan yang haram, yaitu
menggunakan harta sendiri untuk melakukan kemaksiatan. Setelah melarang
memakan harta orang lain secara haram, Allah pun menyebutkan cara memakan
harta orang lain secara halal, yaitu dengan cara perniagaan atau muamalah
berdasarkan asas saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Muamalah
dalam hal ini mencakup secara umum termasuk jual beli.!?

Q.S. al-Bagarah/2: 282.

£ 4@ 4

SRSy 1138515 355 B3 BB 131esS Ofs Aed Vg Cul 5l Vs 2T 13) 13463
e e s Wy

Terjemahnya:

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,
Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui atas
segala sesuatu.'3

Ayat ini mengandung makna tentang bagaimana seharusnya praktek jual
beli itu dilakukan dengan benar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad jual
beli merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih
untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun terkadang hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi sehingga dalam kegiatan jual beli tersebut harus
didatangkan seorang saksi ataupun alat bukti lain yang menunjukkan adanya
transaksi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa kedua belah

pihak betul-betul telah melakukan akad jual beli.!* Tafsir ayat ini menerangkan

12Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhii, h. 33.
3K ementerian Agama, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48

4“Abii al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Kasir al-Qarasy1, Tafsir al-Qur ’an al- ‘Azim, Juz I (Cet.
2; Damaskus: Dar Tayyibah L1 al-Nasyir wa al-Tauz1’, 1420 H/1999 M), h. 726.
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bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan, namun hendaknya dengan menghadirkan
saksi yang menyatakan keabsahan transaksi antara kedua belah pihak atau lebih.

2. Sunah

Adapun dalil hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

J50 ez 0 J6 bl CaS & el ey o w0 Lo oD T a0
BESE asS0 5 5 6lg)) 25};: & °s5 oy

Artinya:
Dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwasannya Nabi saw. ditanya: usaha apa yang
paling baik, beliau menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri

dan setiap jual beli yang baik. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan
dishahihkan oleh al-Hakim).

Hadis di atas menunjukkan bahwasannya Rasulullah saw. menghalalkan
jual beli dan mengaramkan adanya kelebih-lebihan dalam pembayaran. Halalnya
jual beli juga menyebabkan profesi sebagai pedagang adalah pekerjaan yang paling
baik sehingga muncul pertanyaan seorang sahabat yang menanyakan tentang
pekerjaan yang paling baik kepada Rasululah saw. dan beliaupun menjawab, bahwa
pekerjaan yang paling baik yaitu seorang lelaki yang dengan usahanya sendiri,
maksudnya yaitu dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia dapat menghasilkan
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bergantung kepada orang lain.
Adapun maksud mabrir dari hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari unsur
kecurangan yang dapat merugikan orang lain. !¢

Dalam riwayat lain juga disebutkan dimana Rasulullah saw. menyebutkan

tentang kebolehan jual beli:

SMuhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Targib wa al-Tarhib, Juz 2 (Cet. I; Riyad:
Maktabah al-Ma’riif, 1436 H), h. 306.

1Muhammad ibn Isma’1l ibn Salahi ibn Muhammad al-Hasani, Subul al-Salam Juz 2 (Dar
al-Hads, t.th.), h. 4.
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Artinya:
Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya
jujur dan saling berterus terang, maka jual belinya diberkahi. Namun jika

keduanya menyembunyikan aib dan berbohong, maka dihapuskan
keberkahan dari jual belinya. (H.R. Abu Daud).

3. Dalil ijmak

Ibn Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-mugni bahwasannya para
ulama bersepakat atas kebolehan jual beli secara umum dan hikmah
mewajibkannya. Hal ini karena kebutuhan manusia seringkali berkaitan dengan apa
yang ada pada oranglain. Sebagaimana pada hakikatnya manusia adalah makhluk
sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan atau interaksi dari oranglain.
Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan hanya bisa dipenuhi
dengan pertukaran barang atau jasa. Akan tetapi jasa atau barang orang lain yang
dibutuhkannya harus diganti ataupun ditukar dengan imbalan lainnya yang sesuai.'®
Oleh karena itu, ketika kebutuhan dalam pertukaran dan jual beli ditetapkan, Allah
Swt. menghalalkan hal itu untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Mengacu
kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis, hukum jual beli adalah mubah (boleh).
Namun pada kondisi-kondisi tertentu, hukum jual beli bisa saja berubah menjadi
wajib, sunah, haram dan makruh."

Wahbah ibn Mustafa al-Zuhail dalam kitabnya mengatakan tentang ijmak

ulama terhadap pembolehan jual beli dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya,

17Abii al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-QusyairT al-NaisabiirT, Sahith Muslim
Juz 5 (Cet. I; Turki: Dar al-Taba’ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 10

¥Muwaffaq al-Din Abti Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah
al-Maqdist, Al-Mugni, Juz 3 (Cet. 11I; Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub Lil Taba’ah Waal-Nasyr Wa al-
Tauzr’, 1417 H/1997 M), h. 7)

YAbti Bakr ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Mu’min al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar fi Hal
Gayah al-Ikhtisar, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Khair, 1994), h. 185
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dasar hukum jual beli adalah boleh apabila dilakukan oleh dua belah pihak yang
masing-masing memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli
yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang
dilarang. Maka selain itu jual beli boleh selama hukumnya berada pada bentuk yang
ditetapkan oleh Allah dalam kitab Nya.?°

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad, dan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi
rukun dan syarat yang berlaku. Mengenai rukun dan syarat jual beli, dalam hal ini
para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi rukun jual beli hanya
ijab dan kabul.?! Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun jual beli itu
hanyalah keridaan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun karena kerelaan
merupakan unsur hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator yang
menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Indikator ini bisa digambarkan
melalui ijab dan kabul atau saling memberi barang dengan barang.?

Para jumhur ulama mengemukakan pendapat yang berbeda, mereka
mengatakan rukun jual beli ada 6, yaitu: al-‘agidain (penjual dan pembeli, sigat
(ijab dan kabul),ma qiid ‘alaih (barang yang ditukar dan nilai tukar).?? Setiap rukun
memiliki hukum dan syarat-syarat berbeda diantara lain:

1. Al-aqidain (penjual dan pembeli).

Jual beli sebagai akad pertukaran finansial antara dua pihak yang berakad

atas dasar kebebasan. Oleh karena itu, agar transaksi oleh kedua belah pihak

(penjual dan pembeli) dikatakan sah, maka harus memenuhi syarat utama dalam

20Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhii, h. 2307.

21¢Ala al-Din Abii Bakar ibn Mas’iid al-Kasani al-Hanafi, Badai’ Al-sandi’ Fi Tartib al-
Syarai’, h.133.

22¢Ala al- Din Abt Bakar ibn Mas’iid al-Kasani al-Hanafi, Badai’ al-Sandi’, h. 133.

23 Abdurrahman ibn Muhammad ‘Aud al-Jazir1, Al-Fighu ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz
2 (Cet. 2; Bairtit: 1464 H/ 2003 M), h. 141.
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bertransaksi.?* Orang yang melakukan akad jual beli harus sama-sama memiliki hak
pilih secara penuh, adapun syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan akad
seperti; balig (sudah dewasa), berakal (orang yang dapat memilih atau membedakan
mana yang terbaik baginya), orang gila dan anak kecil, karena mereka belum
pandai dalam menjaga atau mengelola harta maka akadnya tidak sah.

Dalam hal ini anak yatim yang memiliki harta peninggalan dari orang tuanya
membutuhkan hadanah atau wali yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizin
atau sepengetahuan wali tersebut, jual beli yang dilakukan anak kecil menjadi sah.
Mereka tidak diperbolehkan menjual hartanya atas kehendaknya sendiri.?> Apabila
salah satu dari beberapa syarat ini belum terpenuhi maka jual belinya dianggap
belum sah.

2. Sigah (ijab dan kabul).

[jab kabul adalah segala bentuk ucapan atau perkataan yang menunjukkan
keridaan antara penjual, dan pembeli yang saling bertransaksi. Seperti perkataan
penjual bituka (aku telah menjual), atau a taituka (aku telah menyerahkan), atau
kata malaktuka bikaza (barang ini milikmu) dan perkataan pembeli, isytaraitu (saya
telah membeli), gabiltu (saya telah menerima) dan segala bentuk ucapan yang
menyerupainya. Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah apa yang diucapkan
oleh penjual yang menunjukkan keridaan, sedangkan kabul adalah apa yang
diucapkan pembeli menunjukkan hal yang sama.?®
Pembagian ijab kabul terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ucapan atau segala

sesuatu yang mewakilinya, dan serah terima tanpa ucapan apapun.?’” Menurut

2*Majmii’ah Min al-Muallifin, Mausii'ah Figh al-Mu’amalat, Juz 1, h. 21.

ZChairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994), h. 35.

26Majmii’ah min al-Muallifin, Mausi ‘ah figh al-Mu’amalat, h. 19.

?’Majmii’ah min al-Muallifin, Al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 9 (Cet. 1I;
Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1467 H), h. 12.
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Sayyid Sabiq dalam kitab Figh al-Sunnah, ijab adalah ungkapan awal dari salah
satu dari dua belah pihak yang melakukan akad dan kabul adalah pihak kedua yang
menerima akad tersebut.?® Ulama fikih mengemukakan bahwasannya syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan ijab kabul, yaitu orang yang
mengucapkannya telah balig dan berakal, ijab kabul dilakukan di satu tempat tanpa
adanya pemisah yang merusak dan ijab dan kabul tertuju pada satu objek yang
merupakan objek akad.?
3. Ma’qiid ‘alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar).
Ada beberapa syarat bagi ma 'qiid ‘alaih seperti:

a. Barang yang diperjualbelikan berada di tempat akad, karena tidak dibenarkan
memperjualbelikan barang atau benda yang tidak ada, dan para ulama fikih
bersepakat akan hal ini.

b. Barang yang suci. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

A1 5y 85 5hy s Ooki oy e s Jo B Ot a8 T B 3 s o2
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Artinya:

Dari Jabir ibn ‘Abdullah ra. bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah
saw. bersabda di saat tahun penaklukan kota Mekah, sesungguhnya Allah

dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala
(H.R. Bukhari)

Salah satu syarat objek yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang suci,
yaitu barang atau sesuatu yang tidak mengandung unsur najis. Adapun jual beli
khamar, berhala, babi, bangkai, darah dan semacamnya maka jual belinya dianggap

tidak benar.

2SQayyid Sabiq, Figh al- Sunnah, h. 121

Muhammad Mustafa al-Zuhaili, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami (Cet. 1I; Damaskus:
Dar al-Khair 1i al-Tiba’ah wa al-Nusytur wa al-Tauzi’. 1427 H/ 2006 M), h. 420.

30Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabiiri, Sahih Muslim, Juz 3
(Bairiit: Dar Thya al-Turas al-°Arabi, 1374 H/1955 M), h. 1207.
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c. Barang yang memiliki nilai atau bermanfaat, yaitu barang yang memiliki
kegunaan atau memberi keutungan bagi pembeli.

d. Barang yang diperjualbelikan milik si penjual, dan penjual menyerahkan barang
yang diperjualbelikan.

e. Harga dari barang yang diperjualbelikan harus disepakati jumlahnya.

f. Nilai tukar diserahkan pada waktu akad. Adapun bagi orang yang berutang,
maka waktu pembayarannya harus jelas dan tidak memiliki unsur riba
didalamnya.’!

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki banyak pembagian berdasarkan berbagai pertimbangan.

Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Jenis jual beli berdasarkan barang yang diperjualbelikan

a. Jual beli al-mugayyadah (barter), yaitu jual beli barang dengan barang atau
sering disebut dengan barter.

b. Jual beli mutlaqg, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati
sebagai alat tukar seperti rupiah, dirham, atau dolar. Namun ulama fikih
mendefinisikannya dengan pertukaran barang dengan utang.

c. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli barang pesanan yang proses
pembayarannya dilakukan di awal secara penuh sesuai dengan harga yang telah
disepakati pada saat akad. Jual beli ini termasuk dalam jual beli yang dibolehkan
dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu; jenis objek yang
diperjualbelikan harus jelas, sifat dari objek jual beli juga harus jelas, serta

jangka waktu yang ditetapkan harus jelas.

31 Abd al-Rahman ibn Muhammad ‘Aud al-Jazir1, Al-Fighu ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h.
141-142.
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d. Jual beli sarf, yakni jual beli alat tukar dengan alat tukar, seperti uang perak

dengan uang kertas. Ulama fikih menyebutnya dengan pertukaran harga.’?
2. Jenis jual beli berdasarkan penentuan harga

a. Jual beli al-musawamah, adalah jual beli yang dilakukan dengan tidak
menyebutkan harga pokok barang (modal) atau biasa disebut dengan jual beli
yang dilakukan tanpa menyebutkan harga awal suatu barang.

b. Jual beli al-muzayadah, yaitu jual beli dilakukan dengan cara sipenjual
manawarkan barang dagangannya dipasar (secara umum) kemudian pihak
pembeli berlomba-lomba dalam menawar barang tersebut. Barang dinyatakan
terjual apabila ditawar dengan harga tertinggi.

c. Jual beli al-amanah, adalah jual beli dimana penjual dipercaya untuk
menyebutkan harga beli barang (harga modal) dengan jujur. Jual beli ini terbagi
atas 3 jenis yaitu, bai’al murabahah, bai’ al-tauliyah, dan bai’ al-wadi’ah.?

E. Etika Jual Beli

Transaksi jual beli pada setiap tempat tentu berbeda-beda, tak terkecuali
perilaku penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Perbedaan tingkah laku ini
disebabkan karena adanya perubahan sosial yang dipengaruhi oleh cara berpikir
setiap manusia. Perkembangan kehidupan ekonomi serta kebutuhan masyarakat
semakin meningkat, sehingga dapat memicu timbulnya rasa ketidakpuasan. Oleh
karena itu, etika dalam jual beli sangat penting diterapkan terutama oleh para
pedagang muslim agar transaksi jual beli berjalan dengan baik serta mendapatkan
keberkahan dalam jual beli tersebut.?* Salah satu yang menjadi contoh teladan etika

yang baik dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau

Majmii’ah Min al-Muallifin, Mausii 'ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah, h. 8-9.

33¢Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, 4l-Figh al-Muyassar, Juz 6 (Cet. I; Riyad: Madar
al-Watn Lil Nasyr, 1433 H/2012 M), h. 23.

34Hisam al-Din ibn Miisa Muhammad ibn ‘Afanah, Figh al-Tajir al-Tajir al-Muslim (Cet.I;
Bait al-Maqdis, 1426 H/2005 M), h. 222.
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mengajarkan etika jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat, di antaranya
sebagai berikut:
1. Jujur dan amanah
Seorang pebisnis hendaknya memiliki sikap yang jujur dan tidak melakukan
kecurangan yang dapat merugikan orang lain, karena prinsip jual beli dalam agama
Islam selalu mengedepankan sikap jujur. Salah satu contoh bersikap jujur dalam
jual beli yaitu dengan menggambarkan kualitas barang jualan dengan sebenarnya
atau pada timbangan barang tanpa unsur kebohongan. Allah Swt. berfirman dalam
Q.S. al-An’am/6: 152.
USHINEA TR N

Terjemahnya:
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.®

Pada ayat ini, diperintahkan bagi seluruh umat Islam (dikhususkan untuk
para pedagang) untuk berlaku jujur dalam menimbang maupun menakar barang
dagangannya.

2. Memperbanyak sedekah

Dianjurkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai
penebus bagi sumpah, penipuan pada harga barang, akhlak yang buruk dan
sebagainya. Hal ini karena sedekah dapat memadamkan murka Allah Swt.

Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:

4
@
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3Kementerian Agama R.1., AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 149.

36Hisam al-Din ibn Miisa Muhammad ibn ‘Afanah, Figh al-Tajir al-Tajir al-Muslim (Cet.I;
Bait al-Maqdis, h. 226.
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Artinya:
Dari Qais ibn Ab1 Garzah ra. berkata: Rasulullah saw. keluar menemui kami
dan kami dipanggil dengan sebutan samamir (makelar), lalu beliau
bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam
jual beli, maka campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah."
Diriwayatkan oleh Al-Tirmiz1 dan dia berkata bahwa hadits ini hasan sahih.

Dalam hadis ini Rasulullah saw. menganjurkan para pedagang untuk
bersedekah karena dapat memadamkan murka Allah Swt.
3. Tidak melakukan sumpah palsu.
Rasulullah saw. sangat melarang para pebisnis untuk melakukan sumpah
palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Sumpah palsu banyak dilakukan dalam
dunia bisnis untuk meyakinkan pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan daya

tarik pelanggan dan pemasaran. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bagarah/2: 224
Lo a0 G il 455 195 of 1K s 4T

Terjemahnya:
Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang
untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara
manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.?’

4. Tidak mengambil terlalu banyak keuntungan.

Salah satu dari adab jual beli yaitu dengan tidak mengambil keuntungan
terlalu banyak, meskipun dalam Islam dianjurkan untuk mengambil keutungan
namun dalam batas yang sewajarnya. Para ulama serta dalam syariat mengingatkan
hendaknya jual beli itu memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pelanggan,
meskipun keuntungannya sedikit jika hal tersebut membawa keberkahan maka

lebih diutamakan.

37K ementerian Agama R 1., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35
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5. Bersikap toleran dalam bertransaksi

Penjual bersikap mudah menetapkan harga pada barang dagangan dengan
cara menguranginya, begitu pula dengan pembeli yang tidak terlalu keras dalam
menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga yang lebih.®
F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Sesungguhnya Allah Swt. dalam syariat agamanya telah menghalalkan jual
beli, karena jual beli merupakan upaya untuk membantu perekonomian masyarakat.
Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa hukum asal jual beli
adalah mubah (boleh). Bahkan dalam sebuah kaidah disebutkan:
B i G Y e 1B Ayl d LSl sl el 5 oYl g W of
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Artinya:

Sesungguhnya asal dalam muamalah, jenis-jenis perdagangan, dan

pekerjaan-pekerjaan pada dasarnya adalah hal-hal yang mubah, maka tidak

ada yang bisa mengubah keadaan tersebut kecuali apa yang Allah dan
Rasulnya telah haramkan.

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh,
namun hukumnya dapat berubah apabila melanggar aturan-aturan yang ditetapkan
oleh syariat, contohnya jual beli sesuatu yang diharamkan seperti babi, bangkai,
darah, minuman khamar, dan berhala. Selain itu, ada juga jual beli yang dilarang
karena dapat menimbulkan bahaya atau kemudaratan bagi si penjual maupun pihak

yang lain. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

550 N3 57 Y
Artinya:
Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan
orang lain.

38Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam wa Adillatuhii, h. 27-29.

3¢ Abdullah ibn ‘Abdirrahman ibn Salih , Taisir Syarh ‘Umdati al-Ahkam, Juz 2 (Cet. 1V,
Riyad: Dar al-Salam, 2003), h. 126.

40Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhii, h. 3248
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Adapun jual beli yang diharamkan dibagi berdasarkan jenis dan kategorinya, jual
beli tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, diharamkan
karena adanya riba. yang kedua, diharamkan karena adanya unsur penipuan, dan
yang ketiga, diharamkan karena adanya ketidakjelasan.
1. Jual beli yang dilarang karena adanya riba

Riba secara bahasa bermakna tambahan. Tambahan yang dimaksud yaitu
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘wad (pengganti)
yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.*! Menurut Wahbah al-Zuhaili,
riba secara bahasa bermakna ss;)) yang memiliki arti bertambah. Sedangkan
pengertian riba secara terminologi adalah akad pertukaran barang tertentu yang
tidak diketahui padanannya menurut timbangan syarak yang terjadi saat akad
berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap
kedua barang yang diperjualbelikan atau salah satunya saja.*’Allah Swt.

mengharamkan riba dalam firmannya, Q.S. ali-Imran/3: 130.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*3

Dalam ayat ini Allah Swt. melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk
terlibat dalam riba dan makanannnya secara berlipat ganda. Kemudian Allah
mengancam mereka dengan neraka dan memperingatkan mereka akibat dari hal

itu. %4

“'Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, A/-Mabsiit, Juz 12 (Bairit: Dar al-
Ma’rifah. 109.

“2Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Fighu al-SyafiT al-Muyassar, Juz 1 (Cet. II;
Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 498.

“’Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 66
*“Abii al-Fida Isma’1l ibn ‘Umar ibn Kasir, Tafsir al-Quran al- ‘Azim, Juz 2, h. 117
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2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
Jual beli Najasy adalah jual beli yang dilakukan dengan berpura-pura
menawar barang jualannya dengan harga yang tinggi dengan tujuan untuk
memperdaya pelanggan lainnya untuk membeli barang dagangan dengan harga
yang lebih tinggi.*> Tentu sudah jelas bahwa jual beli ini termasuk dalam kategori
penipuan, oleh karena itu jenis transaksi ini dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah
saw. menyebutkan dalam hadisnya

46 | 125y

Artinya:
Janganlah kalian melakukan jual beli najasy

3. Jual beli yang diharamkan karena adanya ketidakjelasan (garar)
Jual beli yang diharamkan karena faktor ketidakjelasan terbagi dalam
beberapa jenis di antaranya.

a. Jual beli al-mu’awamah, merupakan jual beli buah dari pohon dengan jangka
waktu dalam satu akad, jual beli ini termasuk dalam jual beli garar karena adanya
ketidakjelasan dari status buah tersebut.

b. Jual beli al-munabazah, adalah jual beli yang dilakukan dengan langsung
menerima tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu.

c. Jual beli al-mulamasah, yaitu jual beli dengan teknik menyentuh barang atau
benda yang dijual tanpa melihat dan memeriksanya terlebih dahulu. Jual beli ini
kadang dikenal dengan istilah menyentuh berarti membeli.

4. Jual beli sesuatu yang halal digunakan untuk sesuatu yang haram
Pada dasarnya jual beli sesuatu yang bermanfaat dan dihalalkan itu

dibolehkan namun apabila penggunaannya untuk sesuatu yang diharamkan maka

43¢ Abd al-Rahman ibn Muhammad ‘Aud al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h.
245,

46 Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali, Jami’ al- ‘Ulim wa al-Hukum, Juz 2
(Cet. I; Damaskus: Dar ibn Kasir, 1422 H/ 2001 M), h. 257.
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hal itu dilarang. Dalam sebuah fatwa juga dikatakan, barang siapa yang mengetahui
bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dijualnya untuk kepentingan
yang diharamkan maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut. Jumhur
ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang tujuannya adalah haram, atau
tindakan yang mengarah pada dosa, maka itu diharamkan. Oleh karena itu dilarang
menjual barang apapun jika diketahui bahwa pembeli bermaksud menggunakannya

untuk sesuatu yang diharamkan.*” Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 2
o3y A e 15551a3 ¥

Terjemahnya:
Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*?

Rasulullah saw. melarang jual beli anggur yang akan diolah menjadi khamar

yang disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani:
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Artinya:

Dari ‘Abdullah Ibn Buraidah, dari ayahnya ra. Berkata: bahwa Rasulullah

sallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: barang siapa membiarkan anggurnya

pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat
minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan
sengaja. (H.R. Tabrani).

Kedua dalil diatas, baik dari AI-Qur’an maupun hadis menjelaskan tentang
larangan menjual sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan kepada sesuatu yang
haram. Syaikh al-Islam berkata, jual beli jika diketahui akan digunakan untuk
sesuatu yang haram tidak sah seperti jual beli atau menyewakan rumah kepada

seseorang yang akan menggunakan rumah tersebut sebagai tempat maksiat.

Kemudian ulama Hambali mengatakan bahwa seandainya pemilik rumah tersebut

47Abli Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-
Mugni Li ibn Qudamah, Juz 4 (Cet. I; Qahirah: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h. 168.

8K ementerain Agama R 1., AI-Qur ’an dan Terjemahnya, h. 106.

“ Abii al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Buliig al-
Maram min Adillati al-Ahkam (Cet. VII; Riyad: Dar al-Falaq, 1464 H), h. 240.
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mengetahui bahwa orang yang menyewa rumah tersebut akan menggunakannya
untuk maksiat, maka si pemilik rumah dilarang untuk menyewakannya karena
dianggap tidak sah. Hukum jual beli dan sewa menyewa dalam hal ini sama.>°
Diantara contoh menurut mazhab maliki adalah menjual budak wanita
kepada orang-orang fasik, menjual tanah untuk dijadikan gereja atau tempat minum
arak, dan menjual kayu kepada orang yang akan membuat salib.>! Dalam sebuah
kaidah juga disebutkan kullu bai’in a’ana ‘ald ma’siyah haram (setiap jual beli

yang membantu terjadinya suatu kemaksiatan, maka hukumnya haram).

39¢Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdullah ibn ‘abd al-Rahman al-Rajihi, Kitab Fatawa al-Munawwi’ah,
http://www.islamweb.net (21 Juli 2024).

>Majmii’ah min al-Muallifin, Al-Mausii 'ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah, h. 212.

32Abii Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, Sahih Figh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudih
Mazahib al-A’immah, Juz 4 (Cet. I; Qahirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M), h. 408.



BAB III
FATWA MUI SULSEL NO. 003 TAHUN 2023 TENTANG JUAL BELI
PAKAN BABI

A. Pengertian Fatwa

Secara bahasa fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik.
Dalam bahasa Arab, kata fatwa ataupun futya memiliki kesamaan dengan kata ifia
yang merupakan masdar dari kata afta, yufti, iftdan. Adapun kata futya atau fatwa
adalah masdar dari afta (memberi fatwa) yang bermakna ahdasa hukman
(menciptakan hukum baru yang belum ada sebelumnya).! Hanya saja orang-orang
Arab sering menggunakan kata al-Futyd, yang mengandung makna jawaban atas
suatu persoalan dalam bidang hukum.?

Fatwa juga berasal dari kata a/-fata yang berarti pemuda yang kuat. Seorang
mufti dalam menetapkan fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh seseorang atau kelompok dengan memberikan jawaban yang baru
serta argumen-argumen yang kuat.> Fatwa juga diartikan sebagai petuah, nasehat,
dan jawaban (keputusan dan pendapat) yang diberikan oleh mufti pada suatu
masalah.* Namun pada umumnya fatwa seringkali diartikan dengan al-i banah

(menjelaskan). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/3: 127.
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"Muhammad ibn Mukrim ibn ‘Al Abii al-Fadl Jamal al-Din ibn Manziir al-Ansari al-
Ruwaifi al-Ifriq1, Lisan al-Arab, Juz 15 (Cet. I1I; Bairat: Dar al-Sadir, 1414 H), h. 147-148.

2‘Ali ibn Muhammad Abi Hasan al-Jurjani, A/-Ta'’rifat (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Alamiyyah, 1426 H/ 2005 M), h. 32.

3Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Fayiimi, al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-
Kabir, Juz 2 (Bairiit: Al-Maktabah al-‘Alamiyyah, t.th), h. 462.

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 389.
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Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang
perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.>

Ibn ‘Atiyyah dalam tafsirnya mengatakan bahwa, makna fatwa dari ayat ini
adalah menjelaskan apa yang kamu pertanyakan.®

Kemudian secara istilah, fatwa adalah keterangan-keterangan mengenai
hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti.” Dalam ilmu usi/ figh fatwa juga
berarti keputusan yang diberikan oleh seorang mujtahid atau fakih kepada peminta
fatwa dalam kasus yang sifatnya tidak mengikat.® Sedangkan menurut syariat, fatwa
adalah penjelasan hukum syariat tentang suatu permasalahan dengan permasalahan-
permasalahan yang ada, didukung oleh dalil dari Al-Qur’an, sunah, dan ijtihad.

Fatwa merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia karena tidak
semua orang mampu memahami dan mendalami hukum-hukum syariat, dan dapat
disimpulkan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam
persoalan yang terjadi di antara masyarakat. Ada lima komponen penting yang tidak
bisa diputuskan keberadaannya dalam memutuskan sebuah fatwa, diantaranya; al/-
ifta (menjelaskan hukum syarak sebagai jawaban atas pertanyaan), mustafti
(individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan), mufti (ulama yang
mengeluarkan fatwa), mustafti fih (masalah yang ditanyakan kedudukan
hukumnya), fatwa (jawaban mulfti atas persoalan yang ditanyakan). Fatwa muncul
karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi umat. Oleh

karena itu, fatwa mensyaratkan adanya orang yang meminta atau kondisi yang

SKementerian Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2023), h. 98.

®Abii Muhammad ‘Abd al-Haq ibn Galib ibn ‘Abdu al-Rahman ibn Tamam ibn ‘Atiyyah
al-Andalusi, AI-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al- ‘Aziz, Juz 80 (Cet. I; Bairiit: Dar al-Kutub al-
‘Alamiyyah, 1422 H), h. 118.

"Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Usil-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H),
h.1157.

8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.
326.
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memerlukan adanya pandangan atau keputusan hukum. Dalam memutuskan fatwa
seorang mufti harus memahami agama secara mendalam, cerdas, adil, terpercaya,
berilmu, merdeka, dan masih hidup. Selain itu, seorang mufti harus menguasai
kaidah, ilmu tafsir, hadis, ilmu wusil figh, serta memiliki kemampuan untuk
berijtihad.’

Seorang mufti atau pemberi fatwa dibolehkan untuk menolak dalam
memberikan fatwa atas pertanyaan seputar peristiwa atau kasus yang belum terjadi.
Walaupun begitu seorang mufti tetap disunahkan untuk menjawabnya sebagai
langkah untuk berhati-hati agar tidak termasuk sebagai orang yang
menyembunyikan ilmu. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban tidaklah
bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik individu,
lembaga, maupun masyarakat umum tidaklah diharuskan untuk mengikuti fatwa
atau hukum yang diberikan. Hal ini disebabkan karena fatwa tidak mengikat
sebagaimana keputusan pengadilan. Bisa jadi fatwa seorang mufti di suatu tempat
berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun apabila fatwa
tersebut diangkat menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini biasa terjadi maka ia
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.'°
B. Kedudukan Fatwa dalam Islam

Nabi Muhammad saw. memiliki kedudukan sebagai pemimpin umat Islam,
menjadi bukti bahwa beliau merupakan mufti pertama dalam sejarah Islam. Dengan
munculnya masalah ditengah-tengah para sahabat pada masa itu, mendorong
mereka untuk mempertanyakannya secara langsung kepada Nabi saw. dan meminta

solusi darinya. Oleh sebab itu, banyak ayat maupun hadis yang memberikan

9Ar-Raazi, Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum
Islam 5,n0. 2 (2013): h. 189-190.

OMa’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Pramuda Adveritising, 2008),
h. 20-21.
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jawaban atas pertanyaan sahabat dengan kalimat yastaftinaka yang berarti mereka
memberikan fatwa kepadamu. Begitu pula dengan hadis apabila ditelaah dengan
baik asbab al-wuriid (sebab-sebab terjadinya), maka akan diketahui bahwa hadis
tersebut merupakan jawaban dari Rasulullah saw. atas pertanyaan umat Islam pada

saat itu.!' Contohnya, sebagaimana dalam Al-Qur’an disebutkan:

PPEoL
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Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. '

Ayat di atas merupakan jawaban dari pertanyaan seorang sahabat yang
meminta fatwa mengenai kalalah. Adapun contoh lainnya, pada saat seorang
sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah saw. dalam sebuah hadis:

adl e OIS, 00 3 il Jguny B8 o A B 10 e ) ) M N 2 e
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Artinya:

Dari Abdullah ibn ‘Abbas R.A. berkata: Sa’ad ibn ‘Ubadah pernah meminta

fatwa kepada Rasulullah saw. tentang nazar atas ibunya, “Ibu saya telah

meninggal sebelum melaksanakan nazarnya”. Rasulullah saw. menjawab:
Laksanakan kamu atas nazar ibu kamu

"Ma’ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makharij Fighiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru
Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang, 2017), h. 3-4.

12Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106.

13Abii al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisabtirt, Sahih Muslim,
Juz 5 (Cet. I; Turki: Dar al-Taba’ah, t.t.), h. 76.
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Kedua dalil tersebut adalah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh para
sahabat di zaman Rasulullah saw, akan tetapi kandungan hukum dari ayat tersebut
berlaku secara umum, bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang
menjadikan ayat tersebut diturunkan atau hadis tersebut dikeluarkan.'*

Setelah wafatnya Rasulullah saw. syariat Islam mencapai kesempurnaan
dengan prinsip-prinsip, kaidah, dan hukum-hukum umum yang jelas berkomitmen
pada nas-nas, nilai-nilai dasar syariah, dan maqasid syari’ah. Al-Qur’an dan hadis
merupakan dua rujukan utama dalam ajaran Islam dalam menjawab setiap
permasalahan hukum dari zaman ke zaman yang tidak pernah bertambah maupun
berkurang. Sedangkan di sisi lain, permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan
masyarakat pada saat ini semakin beragam. Berbagai permasalahan baru yang lebih
kompleks mulai bermunculan dan belum ditemukan jawabannya secara spesifik
dalam kedua sumber hukum Islam. Maka dalam persoalan inilah fatwa para ulama
dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Fatwa
dikeluarkan dengan jalan ijtihad, yang merupakan upaya bersungguh-sungguh
dalam menetapkan atau menjawab sebuah permasalahan baru dengan merujuk pada
Al-Qur’an dan sunah.'?

Fatwa memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam. Meskipun
tidak bersifat mengikat keputusan fatwa sering menjadi salah satu dasar bagi hakim
dalam menetapkan keputusan. Karena tingginya kedudukan fatwa, maka seorang
mufti atau ulama dalam menetapkannya harus memiliki pemahaman yang tinggi
dalam hukum Islam, memahami ilmu usil figh, mengerti ilmu tafsir dan hadis,

mampu berbahasa Arab, memiliki pandangan yang terjaga, sedikit berbicara

“Ma’ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makharij Fighiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru
Ekonomi Syariah di Indonesia, h. 5.

SMa’ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makharij Fighiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru
Ekonomi Syariah di Indonesia, h. 6-7.
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mengenai masalah-masalah yang kurang penting, dan bebas dari kepentingan
pribadi.

Selain itu fatwa merupakan hasil analisis mendalam bagi para mufti, namun
tidak menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Fatwa termasuk dalam kelompok
ijtihad karena penetapannya dilakukan melalui kajian-kajian dengan metode Usiil
figh. Di Indonesia dalam praktik hukum peradilan, fatwa dianggap sebagai
pendapat para ahli hukum. Fatwa digolongkan sebagai opini hukum (legal opinion)
dalam hukum Islam dan digunakan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim
dalam mempertimbangkan putusan.'®
C. Jenis-Jenis Fatwa

Secara umum fatwa dalam Islam dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu
fatwa yang dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa dan fatwa yang dilihat dari segi
prosesnya. Adapun fatwa yang diliat dari asal-usul lahirnya, sebagai berikut:

1. Fatwa kolektif (fatwa al-ijma’t)

Fatwa kolektif adalah keputusan atau pandangan hukum yang diberikan
oleh sekelompok ulama atau sebuah badan fatwa, bukan oleh satu ulama individu.
Fatwa jenis ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi atau organisasi yang
memiliki otoritas dikalangan umat muslim, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Dar al-Ifta mesir, maupun lembaga fatwa resmi di berbagai negara.!” Fatwa kolektif
dianggap lebih kuat dan memiliki kredibilitas yang tinggi karena melibatkan diskusi
dan kesepakatan dari berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum

Islam.'®

16Yeni Salma dan Ibnu Elmi, Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam, Jurnal
el-Mashlahah 9, no. 2 (2019): h. 170.

"M. Ali Hasan, Masail Fighiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer
Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 35.

¥Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam:Custodians of Change
(Princeton: Princeton Univercity Press, 2002), h. 112.
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2. Fatwa individu (fatwa al-fardr)

Fatwa individu adalah keputusan atau pendapat hukum yang dikeluarkan
oleh seorang ulama tunggal yang dihasilkan melalui penelitian dan penelaahan
tanpa melibatkan sekelompok ulama atau badan fatwa. Biasanya fatwa ini diberikan
berdasarkan pengetahuan dan pemahaman pribadi ulama tersebut terhadap hukum
Islam. Ulama yang mengeluarkan fatwa secara individu berperan sebagai otoritas
hukum yang memberikan solusi atau jawaban atas masalah-masalah agama yang
diajukan oleh individu.!® Adapun fatwa yang berkembang dalam fikih Islam
kebanyakan bertopang pada fatwa-fatwa individu, seperti fatwa dari kalangan
mazhab fikih, fatwa Yusuf al-Qardawi, fatwa Ibn Taimiyyah dan lainnya.
Kemudian bentuk kedua yaitu fatwa yang dilihat dari segi prosesnya terbagi
menjadi dua bentuk, yaitu fatwa al-tarjih dan fatwa al-insya’i:

3. Fatwa al-tarjth

Fatwa al-tarjih adalah fatwa yang dihasilkan dari proses pemilihan antara
berbagai pendapat para ulama terdahulu dan memilih pendapat yang dianggap
paling kuat dan relevan dengan situasi saat ini.°

4. Fatwa Insyai

Fatwa insyai adalah fatwa yang dihasilkan dari ijtihad atau usaha seorang
ulama untuk memberikan jawaban dari permasalahan baru yang belum ada
pembahasannya dalam literatur hukum Islam klasik.?! Fatwa ini lebih bersifat
kreatif karena ulama harus menggunakan prinsip-prinsip dasar hukum Islam untuk

menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.??

YWahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, figh al-Islam wa Adillatuhii, h. 6135.
20Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatihi, h. 84.

U Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), h. 158.

22 Asafri Jaya, Konsep Maqgashid Syariah Menurut Syatibi, h. 159.
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D. Fungsi Fatwa

Fatwa memiliki dua fungsi utama yaitu, fungsi tabyin dan fungsi fungsi
taujih. Adapun penjelasan terkait dua fungsi tersebut, sebagai berikut:

1. Fungsi Tabyin

Tabyin artinya menjelaskan, yaitu menjelaskan dan memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat Islam.>* Fungsi ini
sangat penting dalam konteks hukum Islam atau fikih karena membantu umat Islam
dalam memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam
berbagai aspek kehidupan mereka.

2. Fungsi Taujth

Memberikan bimbingan praktis kepada umat Islam dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip syariat. Fungsi ini tidak hanya
menjawab pertanyaan hukum, tetapi juga memberikan arahan moral dan etika,
membantu umat Islam untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam dalam berbagai situasi kontemporer.?*
E. Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia

Peradaban dan budaya manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini menimbulkan banyaknya persoalan-
persoalan baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan
dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang membutuhkan jalan
keluar karena hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis. Selain itu,
para ulama terdahulu tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang persoalan-

persoalan baru yang menyebabkan masyarakat menuntut akan jawaban tersebut.

23Wael B Hallaq, An Introduction to Islamic Law (Cambridge: Cambridge Univercity Press,
2009), h. 9.

2*Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law: An Introduction (New York: Oneworld
Publication, 2008), h. 162.
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Hal ini yang menyebabkan ulama bersepakat membentuk sebuah lembaga dengan
tujuan, untuk menjawab atau memecahkan berbagai persoalan keagamaan yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk dengan
nama Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI.?

Lahirnya MUI didorong oleh kesadaran bersama para pemimpin umat Islam
tentang pentingnya memiliki landasan yang kuat untuk membina dan membimbing
masyarakat muslim di Indonesia. Hingga pada konferensi tahun 1974 yang
diselenggarakan kembali oleh pusat dakwah Indonesia, gagasan mengenai
pentingnya pendirian Majelis Ulama Indonesia semakin menguat. Presiden
Soeharto bahkan menyarankan agar dimulai dengan rekomendasi ulama dari setiap
provinsi untuk mengisi majelis ulama tersebut. Sebelum MUI terbentuk, telah
diadakan beberapa pertemuan yang melibatkan ulama dan tokoh Islam.?®

Pertemuan tersebut menyimpulkan sebuah kesepakatan untuk membentuk
wadah bagi para lembaga-lembaga muslim untuk bermusyawarah. Kesepakatan ini
dituangkan dalam piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh semua peserta
musyawarah yang kemudian dikenal dengan musyawarah nasional ulama. Momen
berdirinya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia
setelah 30 tahun merdeka, yang sebelumnya energi bangsa banyak terkuras untuk
perjuangan politik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan hidup
masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga swadaya bagi
para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim yang membimbing sekaligus
mengayomi setiap ulama muslim Indonesia untuk menjawab segala permasalahan

umat yang didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal

BMa’ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta:
Erlangga, 2011), h. 4).

26Al-Azhar asy-Syarif Sumatera Utara, “Milad MUI (Majelis Ulama Indonesia)”, Situs
Resmi  al-Azhar  asy-Syarif,  https://alazharasysyarifsumut.sch.id/milad-mui-majelis-ulama-
indonesia-ke-47-tahun/, (18 April 2024).
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26 Juli 1975 M di Jakarta. Lembaga ini dibentuk dari hasil petemuan para ulama
dan cendekiawan muslim di Indonesia yang dihadiri oleh 26 unsur perwakilan dari
organisasi masyarakat Islam tingkat pusat dari setiap provinsi seperti; Nahdatul
Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, al-Washliyah, Dewan Masjid
Indonesia (DMI), GUPPI, PTDI, al-Ittthadiyah, POLRI, Angkatan Laut (AL),
Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan ulama-ulama lainnya.?’

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam menangani
berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam, seperti
mengeluarkan fatwa terkait kehalalan makanan, menetukan kebenaran suatu aliran
dalam agama Islam, serta memberikan panduan bagaimana seorang muslim
seharusnya berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial,
ekonomi, maupun politik. Dalam perjalanannya selama 25 tahun, Majelis Ulama
Indonesia berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam
menjalankan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam dan
diridai oleh Allah Swt. yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti,
menyelenggarakan program pendidikan dan dakwah untuk meningkatkan
pemahaman umat terhadap ajaran Islam, mengeluarkan fatwa yang menjadi
panduan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan baik yang bersifat
ibadah maupun muamalah (hubungan sosial), dan menerbitkan buku serta
artikel-artikel yang memberikan panduan keagamaan dan menjelaskan isu-
isu kontemporer dari perspektif Islam.

2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan

kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan

Y"Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia,
https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/, (18 April 2024).
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kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah serta penerjemah timbal
balik antara umat dan pemerintah sebagai upaya untuk menyukseskan
pembangunan nasional.

4. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan serta tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi
dan informasi secara timbal balik.?8

Majelis Ulama Indonesia tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi
masyarakat lainnya dikalangan umat Islam yang menjulang tinggi semangat
kemandirian.?® Maka dari itu sebagai organisasi kemasyarakatan, MUI juga
memiliki visi dan misi yang penting, sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi dari Majelis Ulama Indonesia adalah, menciptakan kondisi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan menjadi warga negara yang baik dengan
memperoleh rida Allah Swt. (baldatun tayyibatun wa rabbun gafiir) menuju
masyarakat yang berkualitas (khairah ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam
dan kaum muslimin (izzu al-Islam wa al-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam
(rahmatan li al- ‘alamin).

b. Misi
1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan

menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu

BMajelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia,
https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/ (21 Juni 2024).

2Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 140.
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mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk

aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariat Islam.

2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’rif nahi munkar dalam
mengembangkan akhlak terpuji agar terwujud masyarakat berkualitas
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.

3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan
persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang turut
bertanggung jawab terhadap masalah-masalah umat Islam di Indonesia membentuk
sebuah komisi khusus yang menangani persoalan hukum dan bertugas
menghasilkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman sehingga mendapat perhatian
khusus dari pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya. Komisi ini terdiri
dari para ulama Islam yang ahli dalam bidang fikih Islam serta cendekiawan dengan
keahlian dalam ilmu yang relevan dan dibutuhkan dalam pembahasan fatwa. Fatwa
yang dikeluarkan mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh
masyarakat. Dalam mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sidang yang diadakan
sesuai kebutuhan atau atas permintaan masayarakat umum ataupun pemerintah
mengenai isu-isu tertentu dalam hukum Islam dan biasanya dalam proses
mengeluarkan fatwa, dapat diselenggarakan satu kali sidang ataupun berkali-kali
sesuai dengan tingkat kuantitas persoalan yang ada pada masyarakat.>!

Adapun fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya diumumkan oleh komisi

fatwa atau MUI sendiri. Bentuk penyampaian fatwa ini, dimulai dengan penjelasan

30Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, “Visi, Misi dan Tujuan MUI”, Situs
Resmi MUI Lamandau, https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/ (21 Juni 2024).

3'Muhammad Atho Muzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1993), h. 79-80.
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bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu terkait dengan
pertanyaan yang diajukan oleh individu atau lembaga tertentu, kemudian
dilanjutkan dengan pengajuan dalil-dalil yang menjadi dasar pembentukan tersebut.
Selain itu, penyebarluasan fatwa juga dapat dengan membahasnya dalam
konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI, dan biasanya dihadiri
oleh banyak ulama.3?

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai pada tahun 2023 komisi fatwa MUI
telah melahirkan sejumlah fatwa-fatwa, baik fatwa dibidang sosial, ilmu
pengetahuan, teknologi, ibadah, dan muamalah. Berdasarkan banyaknya fatwa
yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI, peneliti tertarik membahas salah satu
fatwa dalam bidang muamalah yaitu fatwa No. 003 Tahun 2023 tentang jual beli
tanaman untuk pakan babi. Dari data yang peneliti himpun kemudian dikemas
dalam bentuk skripsi sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat
khususnya umat muslim terhadap fatwa tersebut.

F. Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan
sebuah fatwa tentang hukum jual beli tanaman daun ubi jalar untuk pakan ternak
babi. Fatwa ini dikeluarkan dengan tujuan untuk merespon beberapa pertanyaan
masyarakat terkait hukum menjual tanaman mereka seperti daun ubi atau sejenisnya
untuk pakan babi, terutama bagi yang tinggal di daerah minoritas seperti di
kabupaten toraja dan mamasa. Sekretaris Komisi fatwa MUI Sulsel, K.H. Syamsul
Bahri Abd Hamid mengatakan bahwa fatwa ini sangat dinantikan masyarakat

terutama bagi para petani. Jika fatwa ini dikeluarkan, maka para petani akan

32Mukhsin Jamil, Membendung Despotisme Wacana Agama (Semarang: Walisongo Press,
2010), h.148.
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menjadikannya sebagai rujukan atau jalan keluar karena kondisi keterpaksaan dan
sulit ekonomi yaitu apabila dalam masalah keterpaksaan yang serupa.*3

Sebelum mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi
Selatan akan mengkaji persoalan tersebut terlebih dahulu. Baik mengkaji dalil-dalil
secara komprehensif (luas) atau terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi
dan maslahat bagi masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam pedoman
penetapan fatwa. Oleh karena itu, dikeluarkannya fatwa terkait hukum jual beli
pakan babi didasari dengan beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain:

1. Para petani yang tinggal di daerah minoritas muslim atau mayoritas
beragama Nasrani menghadapi tantangan ketidaknyamanan dalam
menjalankan tuntutan agama dan pekerjaan yang cenderung bertentangan;
yaitu para petani pada umunya menanam ubi jalar maupun ubi kayu yang
merupakan tanaman semi industri untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2. Daun ubi juga sangat produktif dijual untuk membantu perekonomian para
petani. Selain umbinya, daun ubi juga memiliki nilai ekonomi yang
signifikan bagi para petani. Daun ubi sering kali dijual di pasar-pasar lokal
dan regional sebagai bahan pangan yang bergizi. Penjualan daun ubi ini
memberikan sumber pendapatan tambahan yang sangat membantu
kebutuhan keuangan para petani, terutama di saat panen umbi belum tiba
atau hasil panen umbi tidak mencukupi.

3. Penjualan tersebut dilakukan di pasar atau ke pedagang yang diketahui
mayoritas peruntukannya untuk keperluan pakan babi milik kaum Nasrani.

4. Agama Islam mengharamkan hewan babi, dan semua bagian dari anggota
tubuhnya kepada kaum muslimin. Termasuk mengharamkan jual, beternak

babi untuk dikonsumsi dan segala hal yang berkaitan dengannya.

3Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia,
https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/ (21 Juni 2024).
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5. Bahwa terhadap persoalan tersebut, muncul beberapa pertanyaan
masyarakat terkait hukum jual beli tanaman sebagai pakan ternak babi.

6. Bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
memandang pentingnya fatwa tentang jual beli pakan babi ini dikeluarkan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka

komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang jual beli tanaman

untuk pakan babi dengan berbagai ketentuan hukum, sebagai berikut:

a.

Menjual daun ubi untuk pakan ternak babi di daerah minoritas muslim adalah
mubah (dibolehkan) demi tercapai maslahat yang ada yaitu membantu
meningkatkan perekonomian petani agar mereka dapat memenuhi

kebutuhannya.

. Ketentuan hukum tentang kebolehan jual beli pakan babi, secara khusus

diperuntukkan kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas

beragama Islam.

. Jika tindakan tersebut masih bisa dihindari, untuk tidak menjual daun ubi kepada

peternak babi dengan cara mengalihkan peruntukannya pada hewan ternak lain
selain babi maka itu lebih utama.

Fatwa di atas tentunya tidak bersifat mengikat sebagaimana fatwa pada
umumnya karena fatwa hanya sebuah jawaban atas pertanyaan terkait persoalan-
persoalan yang belum diatur ketentuannya. Selain menjawab beberapa
pertanyaan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dan
menyampaikan keputusan fatwa agar masyarakat atau pemerintah yang
menerimanya  dapat mempertimbangkan  antara  menerima  untuk

melaksanakannya atau tidak karena dipandang adanya maslahat di dalamnya.



BAB IV

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SULSEL NO.003
TAHUN 2023 TENTANG KEBOLEHAN JUAL BELI PAKAN BABI
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Konsep Jual Beli Pakan Babi Dalam Hukum Islam

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam
bentuk muamalah yang melibatkan akad saling tolong-menolong antar sesama
manusia. Dalam syariat Islam, ketentuan hukum mengenai jual beli telah diatur
secara rinci untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan keadilan,
kejujuran, dan tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan. Hukum jual beli
ini mencakup berbagai aspek mulai dari aspek yang diperjualbelikan, bagaimana
cara transaksi dilakukan, hingga etika-etika dalam jual beli. Sebagai suatu akad,
jual beli memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar transaksi
tersebut dapat dianggap sah dalam hukum Islam. Oleh sebab itu Allah Swt.
menurunkan aturan-aturan dalam bermuamalah. Salah satu aturan atau ketentuan
Allah Swt. dalam jual beli yang banyak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

WA Ve a8 ot 22 52 0,88 BT ) bl a8 S0t I ¥ T 0wl o
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.!

Dalam kitab Tafsir al-Muyassar menjelaskan makna dari ayat diatas, bahwa
orang-orang yang beriman kepada kepada Allah Swt. dan mengamalkan syariat-

Nya tidak halal bagi mereka memakan harta dengan cara jual beli yang batil, kecuali

'Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2021) h. 83.
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dengan jual beli yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian dengan rida
Allah Swt. sesungguhnya Allah Swt. maha penyayang kepada kalian dalam segala
yang diperintahkan kepada kalian dan yang dilarang kepada kalian.> Maka seorang
muslim dalam bermuamalah harus memastikan bahwa semua transaksi yang
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam suatu kaidah yang dapat digunakan dalam sistem muamalah
menyebutkan inna al-asl fi al-mu’amalah al-ibaahah yang berarti (sesungguhnya
segala sesuatu dalam bentuk muamalah itu dibolehkan). Prinsip kaidah tersebut
mencerminkan fleksibilitas dalam syariat Islam, dimana segala bentuk kegiatan
atau muamalah yang tidak secara tegas dilarang dalam Al-Qur’an maupun hadis
Rasulullah saw. dianggap boleh dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan bagi
umat Islam untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan kemajuan dan
perkembangan zaman termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun
kebolehan ini bukan berarti tidak memiliki batasan, karena kebolehan tersebut dapat
berubah menjadi haram apabila ada garinah (indikasi atau bukti) yang
mendukungnya.

Qarinah ini bisa berupa nas atau dalil yang menunjukkan keharaman suatu
tindakan, atau bukti empiris yang menunjukkan bahwa suatu tindakan
mendatangkan mudarat (kerugian) yang nyata dan signifikan.> Misalnya, jual beli
yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi jual beli yang dilarang jika barang
yang diperjualbelikan adalah barang haram seperti khamar, bangkai, darah, berhala,
babi atau transaksi yang melibatkan riba, penipuan, serta eksploitasi. Ada juga

barang yang pada dasarnya halal untuk diperjualbelikan, tetapi jual beli tersebut

2Nukhbah min al-‘Ulama, 4/-Tafsir al-Muyassar, juz 1 (Cet. II; Madinah: Mujamma’ al-
Malik Fahd li al-Tiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1430 H/2009 M), h. 83.

3Rahmawati, Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam, Jurnal Muamalah V, no. 1
(2015): h. 100.
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bisa menjadi haram karena tujuannya dijadikan sebagai sesuatu yang haram dan
dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Oleh karena itu,
meskipun Islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah, kebebasan ini harus
tetap dijalankan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam,
dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ada.

Contohnya dalam hal jual beli pakan ternak babi misalnya pada objek daun
ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak, maka ia termasuk dalam benda yang
suci dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sedangkan dalam pemanfaatannya,
jual beli daun ubi jalar telah memenuhi unsur manfaat menurut syariat karena
digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Uraian tersebut menunjukkan
bahwa jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak telah memenuhi syarat
ma’qiid ‘alaih (barang yang diperjualbelikan).

Adapun dalam perspektif magasid syari’ah, sebagai tujuan atau maksud
utama dalam syariat yang mencakup lima hal yaitu, hifz al-din (pemeliharaan
agama), hifz al-mal (pemeliharaan harta), hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifz al-
‘agl (pemeliharaan akal), dan hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan).* Tindakan
masyarakat yang memanfaatkan daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi, dapat
ditinjau dari dua sisi yang berbeda. Dalam hal ini jual beli tanaman untuk pakan
hewan babi dianggap telah memenuhi kategori hifz al-mal (pemeliharaan harta)
karena memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu tananaman ubi jalar untuk
kepentingan ekonomi. Pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dapat
membantu masyarakat dalam mendapatkan penghasilan tambahan dalam kondisi
desakan ekonomi.

Namun disisi lain tindakan ini juga bertentangan dengan hifz al-din

(memelihara agama) karena peruntukannya sebagai pakan hewan babi. Sedangkan

“Ibn al-Najjar al-Hanbali, Syarh al-Kaukab al-Munir, Juz 4 (Cet. 1I; t.t: Maktabah al-
‘Abikan, 1418 H/1998 M), h. 164.
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pemeliharaan dan perdagangan hewan babi diharamkan dalam Islam. Dalam situasi
ini, prinsip umum yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam adalah
dengan mendahulukan tujuan utama pada tingkatan paling tinggi yaitu Aifz al-din
(memelihara agama) karena agama adalah pondasi atau landasan utama seorang
muslim dalam segala aspek kehidupannya.

Dari segi maslahatnya, jual beli tanaman ubi jalar kepada peternak babi
dapat membantu perekonomian para petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-
harinya. Namun apabila dilihat dari sisi mafsadatnya yaitu, agama Islam melarang
karena peruntukannya sebagai pakan ternak hewan yang diharamkan. Mengingat
dari mafsadat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
kegiatan tersebut perlu dihindari, sebagaimana hewan babi itu sendiri haram untuk
dikonsumsi, diolah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaannya
dalam hukum Islam. Allah Swt. menyebutkan dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah/2:
173

30 58 s b s 10 e (e s

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging
babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.’

Pada ayat tersebut, Ibnu Kasir menafsirkan bahwa Allah Swt.
memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik atas
rezeki yang telah Allah Swt. anugerahkan kepada mereka, dan agar mereka
bersyukur atas rezeki tersebut. Memakan makanan yang baik dan halal merupakan
salah satu sebab diterimanya ibadah dan dikabulkannya doa, sebagaimana pada
lawannya yaitu memakan sesuatu yang haram, dapat menghalangi diterimanya

suatu ibadah.® Dalam hadis Rasulullah saw. juga disebutkan:

SKementerian Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 20.

®Abii al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Kasir al-Qurasyi al-Bisri, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim,
Juz 1 (Cet. I; Bairtit: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1419 H), h. 350.
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(3ot 5 G o) oWy g iy 2 g s ks d
Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamar,

bangkai, babi, dan patung-patung.

Jual beli barang-barang yang diharamkan seperti khamar, bangkai, babi, dan
patung-patung tidak boleh dilakukan (tidak sah). Larangan ini mencakup segala
transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tersebut, karena tujuan utama dari
pelarangan ini adalah untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan dan kerusakan
yang ditimbulkan dari hasil jual beli barang-barang tersebut. Syariat ini pada
hakikatnya berlaku kepada semua umat.

Jual beli pakan hewan babi apabila ditinjau dari segi kasusnya, memiliki
kemiripan dengan kasus jual beli anggur kepada pembuat khamar begitupun dengan
jual beli senjata kepada non muslim, karena pemanfaatannya juga diperuntukkan
untuk sesuatu yang diharamkan yaitu anggur yang pada dasarnya boleh untuk
diperjualbelikan namun karena pemanfaatannya dalam pembuatan minuman keras
yang memabukkan (khamar) maka hal itu dilarang karena keharamannya juga telah
diterangkan dengan jelas dalam Al-Qur’an dan hadis. Sama halnya menjual senjata
kepada non muslim yang memerangi umat Islam. Dilarangnya tindakan tersebut

dalam hukum Islam juga termasuk dalam kategori saddu al-Zari’ah, yaitu

meniadakan atau menutup jalan menuju kepada suatu perbuatan yang dilarang.®

B. Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi fatwa MUI sebagai badan inti dari MUI dalam menetapkan fatwa
memiki beberapa ketentuan yang meliputi metode dan prosedur dalam rapat sampai
pada penetapan fatwa bahkan format keputusan fatwa. Pada proses penetapan

fatwa, mereka tidak jauh dari (Pedoman Penetapan Fatwa MUI dan Surat

7Abii al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabiiri, Sahih Muslim, h. 1207.

8Ahmad ibn Faris ibn Zakariya al-Quzwaini al-Razi, Mu jam Magayts al-Lugah, Juz 3
(Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 66.



56

Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang mekanisme kerja Komisi Fatwa
MUI) yang telah ditetapkan MUI secara umum. Pedoman tersebut pertama kali
dirumuskan pada tahun 1976 yang diputuskan dalam rapat pengurus Majelis Ulama
Indonesia yang dihadiri secara lengkap oleh semua pihak yang berkaitan.

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga komisi fatwa MUI.
Proses ini melibatkan musyawarah para ulama, ahli fikih, dan cendekiawan muslim
yang bergabung dalam komisi tersebut. Mereka mengkaji berbagai aspek
permasalahan yang dihadapi umat Islam dengan bersandar pada Al-Qur’an, hadis,
serta pendapat dari para ulama mazhab. Setiap pandangan dan argumen
disampaikan, didiskusikan, dan dianalisis secara mendalam.

Komisi Fatwa MUI merumuskan metode penetapan fatwa sesuai yang
tercantum pada Bab III pasal 6 pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis
Ulama Indonesia. Adapun proses penetapannya, sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, maka dilakukan kajian
terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah
(tasawwur al-mas’alah), rumusan masalah, serta dampak sosial keagamaan
yang akan ditimbulkan. Selain itu, titik kritis dari berbagai aspek hukum
(norma syariat) yang berkaitan dengan masalah tersebut dianalisis secara
mendalam. Proses ini memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan benar-
benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan kebutuhan umat.

2. Melakukan penelaahan atas pandangan fukaha dan mujtahid terdahulu,
pendapat para imam mazhab, para ulama yang mu tabar serta telaah atas
fatwa-fatwa yang terkait. Selain itu pandangan ahli fikih terkait masalah
yang akan difatwakan juga dianalisis. Proses ini dilakukan dengan tujuan

untuk memastikan bahwa keputusan fatwa didasarkan pada pemahaman
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yang mendalam dan menyeluruh terkait perspektif hukum Islam yang
relevan dengan masalah tersebut.

3. Dalam menetapkan fatwa terkait masalah yang telah jelas hukum dan dalil-
dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana yang
terjadi. Dalam kondisi ini, komisi fatwa hanya merujuk pada dalil Al-
Qur’an dan hadis yang sudah dikenal dan dipahami secara luas oleh para
ulama. Proses ini sudah tidak membutuhkan analisis mendalam serta kajian
mandalam, dikarenakan hukum tersebut sudah diakui dan diterima secara
umum dalam ajaran Islam.

4. Apabila fatwa yang akan ditetapkan terjadi perbedaan pendapat dengan
kalangan mazhab, maka fatwa ditetapkan berdasarkan hasil dan usaha
mencapai titik temu diantara pendapat-pendapat yang dikemukakan
berdasarkan al-jam 'u wa al-taufig. Namun jika usaha penemuan titik temu
tidak sukses dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih
melalui metode mugaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah wusi!/ figh
mugqaran.

5. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan
mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i (kolektif)
melalui metode bayani, ta’lili (givasi, istihsani, ilhdqi), istislahi, dan sadd
al-Zari’ah.

6. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum
(masalih al-‘ammah) dan maqashid al-syari’ah.’

Metode istinbat hukum yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI dalam
menetapkan fatwa seputar hukum jual beli tanaman untuk pakan ternak babi

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, merupakan proses yang terstruktur dan

*Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2003, bab
111, pasal 5-6.
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mendalam sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat Islam. Metode ini konkret dan sistematis karena telah melalui
tahapan-tahapan kritis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu
dengan melakukan kajian untuk mendalami nas-nas baik dari Al-Qur’an dan hadis
untuk menemukan landasan tekstual dari permasalahan yang dihadapi.

Kemudian menggunakan ijmak (kesepakatan ulama) atau kias ketika nas
dari Al-Qur’an maupun hadis tidak memberikan jawaban secara langsung. Proses
ini juga melalui musyawarah yang melibatkan ulama-ulama yang kompeten dalam
berbagai bidang ilmu, serta pendapat dan saran pada diskusi publik MUI Kab.
Tanah Toraja dan Kab. Mamasa. Selain itu MUI juga mempertimbangkan kondisi
sosial, budaya dan ekonomi untuk memastikan bahwa fatwa tentang jual beli pakan
babi relevan dan dapat diaplikasikan dengan baik. Sehingga dari metode ini dapat
dipastikan bahwa fatwa yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi
juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari umat.

C. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang
Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Jual beli tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak babi terkadang
didorong oleh desakan ekonomi yang biasanya disebabkan oleh faktor kenaikan
harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, serta biaya pendidikan. Situasi ini
memaksa masyarakat untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki, salah satunya
yaitu tanaman ubi jalar yang mereka tanam sebagai sumber pendapatan. Namun
dikarenakan pemanfaatan daun ubi jalar yang digunakan untuk memberi makan
hewan babi yang secara tegas diharamkan dalam agama Islam, begitu juga dengan
segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Hal ini menimbulkan rasa dilema bagi

masyarakat dimana pada kondisi semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi, jual
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beli ini mampu membantu dalam memenuhinya. Oleh karena itu, masyarakat
meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait hukum jual beli tersebut, karena
fatwa MUI dapat dijadikan pedoman maupun rujukan masyarakat muslim
khususnya di Indonesia.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah surat
keputusan fatwa mengenai hukum jual beli tanaman untuk pakan babi pada tanggal
1 Juni 2023. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban dari permasalahan yang
dialami masyarakat pada saat ini. Adapun tanaman yang dimaksud dalam fatwa
tersebut dikhususkan pada tanaman ubi jalar.

Dalam surat keputusan komisi fatwa MUI Sulsel, ada beberapa unsur dalam
penetapan fatwa di antaranya, (menimbang) segala hal yang berkaitan dengan
perkara yang akan ditetapkan hukumnya seperti hukum asal dan keadaan yang ada.
Kemudian (mengingat) bersandar pada dalil-dalil yang terkait baik dalam Al-
Qur’an, sunah, pendapat para ulama, serta kaidah-kaidah dalam hukum fikih.
Setelah itu para ulama memperhatikan tentang perkara yang akan difatwakan dan
menetapkannya. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penetapan fatwa
MUI seperti, ketentuan umum, ketentuan hukum sebagai hasil atau inti dari fatwa
yang ditetapkan, dan ketentuan penutup. Diantara dalil yang menjadi dasar
pertimbangan komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa, sebagai berikut.

Pertama, dalil yang dijadikan dasar hukum MUI dalam menetapkan fatwa
Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan tentang keabsahan saddu al-Zari’ah dan
istihsan.

1. Dalil Saddu al-Zari’ah
a. Q.S. al-An’am/6: 108.
0% sl ot 480 G auisele 3 5 AT 10 8T 00 o O3 ST 4225 N

Oslaks 198G 58 14t o4
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Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka,
tempat kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang
telah mereka kerjakan.'?

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam tafsirnya mengatakan, bahwasannya Allah
Swt. melarang hamba-Nya untuk mencela sesembahan orang-orang musyrik,
sekalipun pada celaan tersebut mengandung maslahat, hanya saja mafsadat
(kerusakan) yang diakibatkan akan lebih besar dari maslahatnya.!! Sedangkan
kerusakan yang dimaksud ialah balasan yang akan diterima berupa cacian dari
orang-orang musyrik kepada tuhan orang mukmin, yaitu Allah Swt.

Hal ini tergolong pada saddu al-Zari’ah karena menimbulkan suatu
mafsadat yang dilarang, yaitu menghina tuhan. Sedangkan orang yang tuhannya
dihina kemungkinan akan membalas hinaan tersebut dengan menghina tuhan yang
diyakini oleh orang yang sebelumnya menghina. Sebelum balasan hinaan itu
terjadi, maka larangan menghina tuhan agama lain merupakan tindakan preventif.

b. Q.S. al-Baqarah/2: 104.
2 i 2 8055 Bl 1 ey 15k 1T 0 i g

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Nabi
Muhammad) "Ra ‘ina," tetapi katakanlah "unzurna," dan "dengarlah." Dan
bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang pedih.

Imam Qurtubi berkata, kata ra ind merupakan kata ejekan atau celaan yang
digunakan oleh kaum yahudi, maka umat Islam dilarang menggunakan kata yang
sama agar tidak terjadi ejekan yang tidak disadari maka ini disebut dengan saddu

al-zart’ah.'? Keabsahan saddu al-zari’ah juga diungkapkan pendapat dari jumhur

10K ementerian Agama R.1., AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141.
"1 Abii al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Kasir, Tafsir al-Qur 'an al- ‘Azim, h. 395-396.

2Abii ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami’ al-Ahkam al-
Qur’an, Juz 2 (Cet. II; Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M), h. 58.
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ulama yang mengatakan bahwa, saddu al-Zzari’ah harus dijadikan rujukan dalam
istinbat hukum atas masalah yang dihadapi umat.

Merujuk pada implikasi hukum adalah tujuan dan maksud syariat, ketika
indikasi itu kuat bahwa melakukan hal yang boleh itu dapat berdampak pada
keharaman maka hal yang boleh itu dilarang. Dengan demikian status hukumnya
sesuai dengan implikasi yang terjadi. Maka suatu keharusan dalam memandang
suatu perkara dengan fokus pada hal-hal yang dapat berdampak pada kerusakan. '3
Maka dalam hal menanam ubi untuk keperluan pakan ternak babi dilarang, karena
indikasi yang kuat berdampak pada keharaman yaitu menjadikan seseorang ikut
serta dalam pengembangbiakan hewan yang diharamkan yaitu babi. Kedua ayat
yang telah diuraikan diatas menunjukkan keabsahan saddu al-Zzari’ah dalam
perkara ini.

2. Dalil Istihsan
a. Q.S. al-Zumar/39: 18.
Nl 2h Bt 2 s 30 M A s B35S 03 Gsaaieg o3

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang
paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi
petunjuk oleh Allah Swt. dan mereka itulah @/ul albab (orang-orang yang
mempunyai akal sehat).'#

Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar perkataan
memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, lalu mereka mengikuti yang
terbaik karena ia yang bermanfaat lalu meninggalkan perkataan yang buruk. Seperti
halnya pada suatu perkara yang terdapat maslahat dan mafsadatnya, dalam hal ini

mafsadat atau kerusakan ditinggalkan kemudian mengambil maslahatnya.

3Abii Ishaq Ibrahim ibn Miisa ibn Muhammad al-Lakhami al-Syatibi, Al-Muwafaqgat, Juz
4 (Cet.I; t.t.: Dar ibn ‘Affan, 1418 H/1997 M), h. 111-114.

YK ementerian Agama R.L., Al-Qur an dan Terjemahnya, h. 460.
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b. Q.S. al-Zumar/39: 55.

djNY ﬁj@u\w\éﬁbu\ywé u;vijljﬁlﬂ”/\gi;\j

Terjemahnya:

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu
sebelum datan% azab kepadamu secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak
menyadarinya. '

Makna dari ayat di atas adalah, mengikuti sebaik-baik apa yang telah
diturunkan oleh Allah Swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi
larangan-Nya. Salah satu tindakan yang dilarang dalam syariat adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan hewan babi (dianggap najis dalam Islam). Konsumsi
hewan babi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya dilarang dalam Islam
karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kedua, dalil tentang ketidakabsahan saddu al-Zzari’ah dan istihsan menurut
beberapa ulama.

1) Q.S. Al-Munafiqin/63: 1.
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Terjemahnya:

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami
mengakui bahwa engkau benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui
bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa
orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mengaku-ngaku beriman
kepada Rasul Allah Swt. mereka berdusta dengan mengatakan sesuatu yang tidak

sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka.

5Kementerian Agama R.1., AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 464
16K ementerian Agama R.L., Al-Qur an dan Terjemahnya, h. 554.
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2) Q.S. Al-Isra’/17: 36
ez \faﬂj\yz\}ur;aj A TB;VJ;L‘U OUEATESY+

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya
itu akan dimintai pertanggung jawaban.!

Tanggung jawab pelaksanaan hukum bagi para ulama adalah terhadap
perkara yang sudah jelas informasinya (ilmu), adapun perkara masih samar itu tidak
dituntut tanggung jawabnya. Para ulama bertanggung jawab untuk memberikan
fatwa dan menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan yang jelas dan pasti. Hal
ini berarti bahwa keputusan dan hukum yang mereka keluarkan mengenai perkara
yang jelas harus didasarkan pada sumber-sumber serta pemahaman yang benar.

3) Hadis Rasulullah saw.
Sl dlog el Jo 1 325 06 106 Wi B o 2 1 e
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Artinya:
Dari Ibnu 'Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku diperintahkan
untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada s
esembahan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan
Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal
itu, maka darah dan harta mereka terjaga dariku kecuali dengan hak Islam,
dan perhitungan mereka ada pada Allah Swt.

Berdasarkan dalil-dalil di atas yang merupakan rujukan utama komisi fatwa
Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam menetapkan fatwa, maka dapat

disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum pada

17K ementerian Agama R.1., AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285.
18K ementerian Agama R.1I., AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285.
9 Abii al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyair al-Naisabtiri, Sahth Muslim, h. 39.
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perkara jual beli pakan babi, melalui istinbat dari empat sumber hukum yaitu (Al-
Qur’an, hadis, ijmak, dan kias). Karena tidak adanya dalil gat i dari AI-Qur’an dan
hadis begitu juga tidak ada ijmak dan kias maka penetapan hukum ini juga melalui
teori saddu al-Zari’ah dan istihsan.

Namun pada teori ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat
tentang keabsahannya dan ada juga yang berpendapat tentang ketidakabsahan
berhukum dengan saddu al-Zari’ah maupun istihsan. Komisi Fatwa MUI dalam
mengambil kesimpulan terkait kebolehannya jual beli pakan babi dengan cara
menggabungkan (jama’ wa tarjih) atau memilih metode tarjih, yaitu memilih satu
pandangan yang membolehkan yang dianggap kuat dan cocok dengan kondisi yang
dialami masyarakat pada saat ini.

Jual beli pakan babi apabila ditinjau dari perspektif muamalah telah
memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Karena pada objek
Tanaman ubi jalar yang digunakan sebagai pakan ternak, maka ia termasuk dalam
benda yang suci dan boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian dalam segi
pemanfaatannya, jual beli daun ubi jalar telah memenuhi unsur manfaat menurut
syariat karena digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Uraian tersebut
menunjukkan bahwa jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi telah
memenuhi ketentuan ma 'qiid ‘alaih (barang yang diperjualbelikan).

Sedangkan dari segi akibatnya, jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi
termasuk dalam tindakan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan
termasuk dalam kategori prasangka yang kuat (galabat al-zan), yang berarti ada
alasan yang cukup kuat untuk meyakini bahwa tindakan tersebut akan mengarah
pada sesuatu yang berdampak negatif meskipun belum sampai pada keyakinan yang

pasti.
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Dalam perkara ini jumhur ulama mengatakan bahwa, saddu al-Zari’ah harus
dijadikan rujukan dalam istinbat hukum atas masalah yang dihadapi umat Islam
pada saat ini. Dalam hal menjual tanaman ubi jalar untuk keperluan para peternak
babi dilarang dikarenakan proses hukumnya berpindah dari hukum dibolehkannya
(mubah) jual beli ke hukum (haram) karena telah mencederai prinsip syariat, yaitu
tidak menjerumuskan seorang muslim kepada suatu yang diharamkan akibat
penjualan tersebut serta tidak ikut serta dalam pelestarian hewan yang diharamkan
yaitu babi.

Kemudian pendapat lainnya juga disebutkan dalam kitab Figh al-Islam wa
Adillatuhii yang mengemukakan pendapat Maliki dan Hambali yaitu, menjual
anggur kepada para pembuat minuman keras (khamar) dikatakan tidak sah. Begitu
juga dengan menjual senjata kepada kepada orang kafir yang digunakan untuk
memerangi kaum muslimin, atau kelompok pengacau sebagai tindakan antisispasi.
Karena segala sesuatu yang digunakan dalam suatu yang haram, maka hukumnya
haram meskipun hanya dengan niat. 2° Hal ini berdasarkan Q.S. al-Maidah/5: 2.

S ks 0 pd 8 01535 A L 15565 Y5 (s B e sl

Terjemahnya:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan

bertagiwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-

Nya.?!

Larangan dalam ayat ini menunjukkan keharaman. Jika telah divonis haram,
maka jual beli pasti menjadi batal. Hal ini dinilai bukan berdasarkan pada syarat
dan ketentuan jual beli melainkan ditentukan dari saddu al-Zzari’ah. Imam Qurtubi

mengatakan bahwa saddu al-zari’ah adalah berhati-hati dalam suatu perkara yang

samar-samar atau belum jelas karena timbulnya rasa takut dan kekhawatiran akan

20Abii ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jam’i al-Ahkam al-
Qur’an, Juz 2 (Cet. II; Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Ma’asirah, 1964), h. 59.

2'Kementerian Agama R.1. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106.
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terjerumus pada suatu yang diharamkan.’” Dalam sebuah kaidah fikih juga

disebutkan:
Balad Cls B AR Ll 453
Artinya:
Meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil
maslahat.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat pada suatu perkara antara
mafsadat dan maslahatnya serta kemungkinan terjadinya mafsadat atau kerusakan
yang yang lebih besar daripada manfaat, maka lebih diutamakan untuk
meninggalkan perkara tersebut agar terhindar dari mafsadat. Sehingga dalam
perkara jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi dikategorikan sebagai
jual beli fasid karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pada
jual babi tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi.

Agar kemasalahatan tetap diraih tanpa melanggar aturan agama, maka
pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan ke hewan ternak selain babi. Seperti halnya
hewan ternak sapi, kambing, maupun kerbau, karena tanaman ubi memiliki nilai
gizi yang tinggi termasuk kandungan vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan
protein, sehingga bisa meningkatkan kualitas daging dan susu.>* Selain itu
pemanfaatan daun ubi jalar juga dapat membantu mengurangi biaya pakan karena
mudah ditemukan dan dibudidayakan.

Dengan demikian, daun ubi jalar tidak hanya berguna sebagai pakan ternak
alternatif dan ekonomis, tetapi juga dapat diolah menjadi bahan makanan manusia

karena mengandung banyak nutrisi. Ada juga yang mengolah daun ubi jalar menjadi

2Abii ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jam’i al-Ahkam al-
Qur’an, h. 59.

ZMuhammad Hasan ‘Abd al-Gaffar, Al-Qawa’id al-Fighiyyah baina al-Asdlah al-
Taujthiyyah (t.t.p), h. 1. http://www.islamweb.net (1 Juli 2024).

24K ementerian Kesehatan R.I., Manfaat Ubi Jalar dan Kandungan Nutrisinya, Situs Resmi
Alodokter, https://www.alodokter.com/manisnya-nutrisi-di-dalam-manfaat-ubi-jalar (23 Juli 2024)


http://www.islamweb.net/
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cemilan yang digemari oleh kalangan masyarakat seperti keripik. Hal ini
menunjukkan bahwa ubi jalar tidak hanya penting dalam konteks peternakan, tetapi

juga memiliki nilai tambah dalam industri makanan dan ekonomi.



BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fatwa Majelis
Ulama Indonesia Sulsel No0.003 Tahun 2023 tentang jual beli tanaman sebagai
pakan ternak babi, yang telah peneliti uraikan dan jelaskan pada beberapa bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No. 003 Tahun 2023, hukum
menjual tanaman (ubi jalar) yang digunakan untuk memberi makan ternak
babi dibolehkan. Penetapan fatwa ini dilakukan oleh komisi fatwa MUI
melalui istinbat dari empat sumber hukum utama yakni Al-Qur’an, hadis,
kias dan pendapat dari para ulama, serta metode tarjih pada teori saddu al-
zariah dan istihsan. Majelis Ulama Indonesia membolehkan jual beli ini
dengan ketentuan hukum, hanya dibolehkan (diperuntukkan) kepada kaum
muslimin yang tinggal di daerah minoritas beragama Islam apabila tidak
adanya pekerjaan lain selain menjual tanamannya untuk para peternak babi.
Namun, apabila jual beli pakan ternak ini masih bisa dihindari maka itu lebih
utama.

2. Jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi pada dasarnya telah
memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Maka dari itu
Komisi fatwa MUI Sulsel membolehkannya dengan mempertimbangkan
maslahat dan mafsadat yang ada. Perkara ini termasuk dalam kategori saddu
al-Zzari’ah sehingga komisi fatwa MUI dalam menetapkan hukumnya
dengan metode tarjih yaitu memilih satu pandangan yang dianggap kuat
dalam membolehkannya. Namun di sisi lain dari segi pemanfaatannya yang
digunakan untuk pakan ternak babi, tidak sesuai dengan prinsip Islam

karena babi merupakan hewan yang diharamkan dan segala sesuatu yang
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berkaitan dengannya itu dilarang. Oleh karena itu jual beli ini dikategorikan
sebagai jual beli fasid (terlarang) karena proses hukumnya berpindah dari
yang dibolehkan ke hukum yang diharamkan. Hal ini merujuk pada saddu
al-zari’ah yaitu mencegah kemaslahatan demi timbulnya mafsadat yang
lebih besar yaitu ikut serta dalam pelestarian dan pengembangbiakan hewan
yang diharamkan yaitu babi. Agar kemasalahatan tetap diraih tanpa
melanggar aturan agama, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan ke
hewan ternak selain babi.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat
dikemukakan implikasi secara teoristis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoristis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan
kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan
bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang hukum menjual
tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi.

2. Implikasi Praktis, pada penetapan hukum MUI Sulsel dan analisis hukum
Islam pada kasus menjual pakan babi diharapkan mampu memberikan
solusi sekaligus pemahaman kepada masyarakat atas pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan, serta dapat memahami aturan dan ketentuan dalam

bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.
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